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ABSTRAK  

  

Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional 

melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab 

Undangundang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini 

meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana 

(Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), 

pengguguran kandungan (Pasal 346-349).Pembunuhan yang dilakukan secara 

berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model 

yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang 

sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji 

seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara 

membakar rumah korban. Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah tindak 

kejahatan yang melawan hukum dengan cara merampas nyawa orang lain, atau 

membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau cara untuk 

membunuh, dengan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk 

menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP 

dengan bunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih 

dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan 

berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Tujuan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana tugas dan wewengan penyidik dalam menangulangi tindak pidana 

pembunuhan berencana dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik 

dalam menangulangi tindak pidana kejahatan  pembunuhan berencana diwilayah 

sarolangun. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan empiris adalah suatu 

penelitian langsung di lakukan, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat 

diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu 

dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat 

pada berbagai segi kehidupan sosial.  

  

Kata kunci: Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Kejahatan, Pembunuhan.  
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  ABSTRACT  

The crime of murder has long been recognized by national law through the 

Criminal Code. Chapter womb (Articles 346-349). Murder carried out in a 

premeditated manner continues to experience developments accompanied by very 

diverse styles and models, starting with the simplest methods, to very sadistic 

ones, sometimes the murder is carried out in cruel ways such as First, they were 

tortured, beaten, terrorized, mutilated and burned down the victim's house. The 

crime of premeditated murder is a crime that is against the law by taking another 

person's life, or killing, after planning the time or method to kill, to ensure the 

success of the killing or to avoid arrest. Premeditated murder is regulated in 

Article 340 of the Criminal Code which reads "Anyone who deliberately and with 

premeditation takes the life of another person shall be punished for the crime of 

premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or temporary 

imprisonment for a maximum of twenty years." The aim of the research is to find 

out what the duties and powers of investigators are in dealing with the crime of 

premeditated murder and to find out what the obstacles are for investigators in 

dealing with the crime of premeditated murder in the Sarolangun area. The 

approach method used in this research is the Sociological Juridical Approach 

Method. The empirical approach is a direct research carried out, so it is hoped that 

from this approach it can be seen how the law which is empirically a symptom of 

society can be studied as a causal variable which causes effects on various aspects  

of social life.   

Keywords: Role, Investigator, Crime, Murder.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang 

berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut masyarakat.
1
 

Dalam kehidupan bermayarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur 

masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dalam   hukum   

pidana   tidak   hanya   sekedar   mengatur   tentang   bagaimana perbuatan pidana 

apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas.
2
 Penangkapan adalah 

suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik  untuk  

menangkap  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana  yang  mana  

tindakan  tersebut  mengurangi  atau membatasi  kemerdekaan seseorang.
34

  

Apabila dalam kehidupan mereka melanggar Kaidah Hukum itu, baik yang 

merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang 

disebut pidana
5
. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penengakan hukum 

sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan 

hukum. Sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang dicapai dalam 

                                                 
1
 Siteven P. Lab, Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi, 

Anderson Publishing, Jakarka, 2013, Hlm. 17  
2
 Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik 

Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 3(3), 296-309.  

Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i3.23584 More Citation Formats   
3
 Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban  

Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 3(2), 146- 
4
 . Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i2.20035  

5
 Nys. Arfa.  Pola Pembinaan Terhadap Nara Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan 

Implementasinya, Hlm. 250. Https://Online-Journal. Unja. Ac. Id.   

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584
https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584
https://online-journal/
https://online-journal/
https://online-journal/
https://online-journal/
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Penegak Hukum.
6

 Sebagai bagian dari proses penyengaraan Negara, institus 

kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur dan dikontrol 

dan bertanggung jawab kepada hukum. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana 

akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
7

Dengan memperhatikan 

kondisi pencegahan dan menanggulangi kejahatan, khususnya di kota-kota besar 

di  Indonesia,  tampaknya  sudah  terjadi  pergeseran  nilai-nilai, yaitu dari nilai-

nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung  

tinggi  perseorangan  ataupun  individu.  Perkembangan  daerah  di  setiap 

provinsi  di  Indonesia,  terutama  daerah  perkotaan  dan  sekitarnya,  berdampak 

bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga 

berdampak pada perubahan struktur masyarakat.
8
  

    Masyarakat dalam mewujudkan janji-janji menjadi kenyataan, maka 

kepolisian harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen 

tinggi, untuk memperlihtkan citra polisi bekerja secara professional. Sebab jika 

tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, maka sangatlah wajar apabila  

Kemungkinan menganggap bahwa polisi berkerja tidak profesion.
9

 Penegak  

Hukum yang dimulai dari proses penyidikan tindak pidana, yang mana polri 

sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung 

dan pengayoman masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, 

                                                 
6
 Monika, Dwi Putri Nababan Dan Kabid Nawawi, Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan 

Dan Permasalahan), Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1 Tahaun 2020, Hlm. 82. 

Https://Online. Journal.Unja.Ac.Id/Pampas.  
7
 Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati  

Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. PAMPAS: Journal Of Criminal 
Law, 1(3), 12-30. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V1i3.11073 More Citation Formats   

8
 Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Pemberatan PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 3(1), 85-102. 

Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i1.17706  
9

 Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 

Pampas: Journal Of Criminal Low. 2. No. 3, 2020. Https://Online-Journal.   

https://online/
https://online/
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
https://online-journal/
https://online-journal/
https://online-journal/
https://online-journal/
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perlindungan terhadap harkat, martabat manusia serta keadilan, ketertiban dan 

kepastian hukum.  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Menentukan:  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka “.  

  

Menurut Abdul Mu’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono  

mengemukakan fungsi penyidikan adalah fungsi Teknik Reserse kepolisian yang 

mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari 

dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu 

perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan  

Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana.  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana.  

b. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian  

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka.  

d. Melakukan penagkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.  

e. Melakukan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.  

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.  

g. Memangil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka  

atau saksi.  
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h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara.  

i. Mengadakan penghentian penyidik.  

j. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab  

Kewenagan Penyidik juga tercantum pada Pasal 16 ayat 1 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pada huruf  

(a) Melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan  

penyitaan,   

(b) Mengadakan penghentian penyelidikan, terkadang atau bahkan 

sering dalam praktiknya mengharuskan penyelidik untuk 

melakukan diskrensi.  

(c) Tugas penyidik membut berita acara dan menyerahkan berkas acara 

kepada penuntut umum.  

  

Dari fungsi hukum menjamin hak-hak setiap warga Negaranya termasuk 

dalam keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman kejahatan yang dapat 

membahayakan nyawa seseorang. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan 

tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat 

terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan 

saksi, keterangan ahli, Surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan 

yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10

 Menurut 

Van Hamel, tidak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedrading) yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang (Wen), yang bersifat melawan hukum, yang  

patut di pidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan. Kondisi 

masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum menjadi sangat penting karna 

                                                 
10

 Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” Problematika Didalam Penyidikan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi” PAMPAS: Journal Of Criminal,Vol 2, No 3, Tahun 2021. Hlm 13.  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325  
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harus ada perubahan secara berencana, Untuk menciptakan perubahan dalam 

masyarakat pemerintah harus berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap 

masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satunya adalah “Hukum  

Pidana”.
11

  

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat 

kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan 

angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan 

pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai 

berikut :  

a. Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah petugas polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan.”  

b. Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undangundang ini untuk mencari dan mengumpulkan barng bukti 

dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi 

dan untuk menemukan tersangkanya.”  

c. Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah petugas polisi negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penyelidikan.”  

d. Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah suatu tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.”
12

  

  

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana   

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang :  

                                                 
11

 Sudaryono Dan Natansa Subakti,” Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana “, Surakarta, 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 2.  
12

 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP)  

  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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a. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak  

pidana;   

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;   

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka;   

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;   

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;   

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;   

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;   

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan  

pemeriksaan perkara;   

i. Mengadakan penghentian penyidikan;   

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di 

bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a.   

3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 

ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
13

   

  

Pada kondisi ini sangat marak terjadi pembunuhan dikarenakan pandemi, 

perekonomian, dendam permasalahan hutang piutang, pergaulan bebas dan 

hubungan Asmara mulai dengan cara sengaja yang di lakukan berdasarkan 

rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kepolisian merupakan 

salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

masyarakat.
14

 Menurut sudaryono dan nagsa subakti Adapun masalah pokok 

dalam hukum pidana:  

1) Perbuatan yang dilarang.   

2) Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu  

                                                 
13

 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  
14

 Ardika G.M Sitompul, Haryadi,Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Pampas: Journal Of Criminal Low Vol 1, No 3, 2020. 

Hlm. 36. Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas.  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
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3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) 

yang melanggar larangan itu.
15

   

  

Fungsii dan tugai s kepolisian Ni egara R i eip ublik Indoni esia masa k i e i masa 

selali u i menjadi bahan pi erbincangan b i erbagai kalangan, mi ulai dari prktisi hi uki um i 

maupi un akadi emis bahkan masyarakat k i ebanyakan dan pada i umi umnya mi eri eka i 

beri usaha m i emposisikan si ecara i positif kedi uid ukan, fi uingsi dan p  eranya i 

dimasyarakat. Tindak pidana pemb i uni uhan mi emang s i udah diki enal lama oli eh i huki 

um Nasional m i elali ui kitab i Undangi -Ui ndang Huki um Pidana. Bab XIX B i uki u i II 

Kitab Undangi -undang Hi uki um Pidana, ji enii s peimb uni uihan yang di at ur dalam bab 

i ini melipi uti pi embi uni uhan di engan si engaja (Pasal 338), pi embi uni uihan d engan i 

rencana (Pasal 340), p i embi uni uhan anak s i eti elah lahir oli eh ibi u i (Pasal 341-342), 

penggi ui guran kand i ungan (Pasal 346i -349). Pembi uni uhan yang i dilakukan si ecara i 

beri encana ti eri us mi engalami pi erki embangan yang di si ertai di engan gaya dan modi el 

i yang sangat beragam, m i ulai di engan cara yang paling s i edi erhana, hingga yang i 

sangat sadis, terkadang pi emb i uni uhan iti u i dilakuikan d engan carai -cara yang keji i 

sepi erti disiksa T i erli ebih dahi uli ui, s erta dip i uik ul, diti eror, mi utilasi si eirta d engan cara 

i membakar ri umah korbai n.   

Pelaki u i tindak pidana pembi uni uhan bi eri encana diati ur dalam Pasal 340 i 

kitab undangi -undang hi uki um pidana di engan sani ksi maksimal huki uman mati, 

yang i terkadang hanya alti ernatif dari hi uki uman pi enjara. i Peimb uni uihan adalah s 

etiap i perbi uatan yang dilaki ukan d i engan s i engaja i unti uk mi enghilangkan atai u i 

merampas i jiwa orang lain, yang dilakukan d i engan m i elawan h i uki um mai upi un 

tidak mi elawan i huki um. Dalam kitab i Undangi -Undang Hi uki um Pidana (Ki Ui HP) 

keti eint uani keti enti uan pidana t i entang k i ejahatan yang diti uji ukan ti erhadap “nyawa” 

                                                 
15

 Sudaryono Dan Natangs Surbakti Op Cit, Hlm. 5.  
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orang lain, i diatur dalam bi uki u i II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pi asal 

338 sampai 350 benti uk ki esalahan tindak pidana mi enghilangkan nyawa orang 

lain, dapat i beri upa si engaja i (dolu is) dan tidak sengaja i (alpa).  

 Kes i engajaan adalah si uati u i perbi uiatan yang t  erjadi d i eingan direncana i 

terli ebih dahi uli u i atau i tidak direincana t erli eibih dah uilu. Pi embi uni 

uhan mi eri uipakan suat i u i perbi uatan i yang  dapat  mengangi u i

 kesi eimbagan i hiduip,  keiamana,  

keti entraman, dan k i eti ertiban dalam pi ergai ui lan hidup bi ermasyarakat. Oli eh karna iti 

u i setiap pi erbi uatan yang mi engancam k i eamanan dan ki esi elamatan atas nyawa i 

sesi eorang ti ersi ebi ut si ehinga dianggap s i ebagai ki ejahatan yang bi erat oli eih karna it u i 

dijatuhi di engan h i uki uman yang b i erat p i ula.i 

16
   

Pembi uni uhan yang diri encana t i erli eibih dah uli ui  dalam bahasa asing 

belanda i disebi ut i “moord” yang artinya sengaja dan diri encanakan t i erli ebi dahi uli u i 

yang menghilangkan jiwa orang lain. Dapat disimp i ulkan bahwa, boli eh 

dikatakan ini i adalah suati u i pemb i uni uhan biasa i (doog slag) dalam pasal 338 Kitab 

Undangi Undang H i uki um Pii dana (KUi HP) akan tetapi dilaki ukan di engan diri encana 

ti erli ebih i dahuli u i (voor beidacteiradei) antara timbulnya maks i uid unti uk mi embi uni uh 

dan i pelaksanaanya iti u i masih ada tempo bagi pi embi uni uh i unti uk di engan ti enang i 

memikirkannya. Misanya di engai n memikirkan cara bagaimana pi embi uni uhan iti u i 

dilakukai n.  

R. Soesiloi  mengatakan bahwa p i engi ertian diri ei ncanakan terli eibih dah

 uli u i yaitui : saat atau i tempo antara timb i ulnya k i ehi endak di

 engan p i ei laksanaanya tidak bolei h terlali u i sei mpit, tetapi ji ui ga sei baliknya 

                                                 
16

 Harmien Hadiati Koeswaja “Hukum Dan Masalah Medik”, Air Langga Universitas Pres, 

Surabaya,1984. .Hlm 2.  
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tidak terlali ui  lama, yang pei nting adalah apakah didalam tempat iti u i sipelaki u i dei 

ngan tei mannya dapat be i rpikir-pikir yang seb i enarnya, iya masih ada k i ei sei mpatan 

ui ntuk mi embatalkan niat i uint uk mi ei mbuni uih, tetapi tidak bi ergi ui na. Pei mbuni uhan bi 

ei rencana dapat dikat i ei gorikan sei bagai pembi uni uhan yang b i ei rdiri sei ndiri.  Pada 

dasarnya mei nngandung 3 syarat atai u i unsi uri . 1. Memi uti uskan ki ehi endak dalam si 

uasana t i enang. i  

2. Ada ters i edia wakt i u i yang cuk i up si ejak timbi ulnya k i ehi endak sampai i 

dengan pi elaksanaan ki ehi endak.i  

3. Pelaksanan ki ehi endak (pi erbi uatan) dalam s i uasana t i

 enang.i   

 Permbiuni uhan bi eri encana diat i ur dalam pasal 340 Kitab i Undangi-Undang i 

 Huki um Pidana (KiUi HP).  

“Barang siapa dengan si engaja dan d i enga ri encana l i ebih dahi uli u i 

merampas i nyawa orang lain, diancam karna pemb i uni uhan di engan ri 

encana. D i engan i pidana mati atau i pidana penjara s i eui mi ur hid i up atai u i 

selama wakt i u i paling lama dua p i uli uh tahi un”.i  

  

Meni uri ut Mr. M.H. Tirta Amidjaja. Dir i encanakan li ebih dahi uil u i yaitu i 

bahwa ada suati u i jangka waktu,i bagaimanapun pi endi ekatanya i unti uk mi empi 

ertimbangkan, i unti uk bi erpikir di engan t i enang.i 

17
 Banyak pe iristiwa yang t erjadi diti 

eingah -tengah i masyarakat mengi enai cari ut mari utnya p i eni eigak h  uki uim pid ana di 

Indonesia, i padahal lndonesia adalah N i egara h i uki um, ti etapi dalam aplikasinya 

tidak i menci ermikan s i ebagai Ni egara h i uki um, bahkan i banyak tindakan yang 

dilakukan i oleh orangi -orang biasa, sampai ke i aparatur p i eni egak h i uik um. i Oleh 

karna it i u i penyidik i kepolisiani mempi unyai p i eri enan yang i sangat besar dalam mi 

                                                 
17

 Leden Marpaung, S.H.“Tindak Pidana Terhadapnyawa Dan Tubuh (Pemberantasan 

Danprevensinya)”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31.  



10  

  

enangi ulangi i dan menangani kasi usi -kasus yang t i erjadi di wilayah N i e i 

gara Indonesia. i    

Kebi eradaan  hi ui kui m  dalam  suati ui   nei gara  unti uk  mi embi ei rikan keipastian  h ui 

kuim, membi ei rikan   pei rsamaan hak, melaksanakan  di emokrasi, i sei rta  mei njamin   

hak-hak manui sia yang diatur oli ei h perat i ui ran masing-masing   negara. i 

18
  

Pembi uni uhan adalah s i etiap pi erbi uiatan yang dilak ukan di eingan s  engaja i 

unti uk mi erampas atai u i menghilangkai n jiwa orang lain. Selain it i u i pembi uin uhai n 

dianggap perbi uatan yang sangat tidak b i erpi eriki emani usiaani . Pembi uin uhan i beri 

encana si udah ti ermasi uk ki edalam k i ejahatan dimana para p i elaki u i kejahatan i menggi 

unakan ti uji uan i unti uik m engi eilab ui para p i eti ugas, di eingan m enyamarkan i identitas 

korban s i ehinga si ulit i unti uk dicari p i eti unji uk mi engi einai id entitas korban, i serta m i 

enghilangkan j i ejak dari para korban. i 

19
 Sasaran pelaki u i dalam tindak peimbuni 

uihan adalah jiwa/nyawa seiseiorang
20

.   

Meningkai tnya kasus pi embi uni uhan bi eri encana yang t i

 erjadi sangat i memi erli ukan pi eran si erta t i ugas pihak i -pihak yang 

berwi enang s i epi eirti pihak kepolisian, ki ejaksaan. P i eran yang 

sangat dibi uti uhkan dalam i hal ini yaitu i tugas i Kepolii sian husi usnya Sat i

 uan Ri esi ersi e i Criminal dalam meni angulangi i  Tindak pidana kejahatan pi

 embi uni uhan yang dilak i ukan pi eilak u, oli eih s e ibab itu i membi

 uti uhkan k i eirja keras dari pihak K i epolisian.i  Kejahatan ti

                                                 
18

 Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap 

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia. PAMPAS: Journal Of Criminal 

Law, 4(1), 74-87. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V4i1.24158  
19

 D.PM. Sitompul, ”Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai Transito”, Bandung, 

1995, Hlm 65.  
20

 Mangai Natarajan, Kejahatan Dan Pengadilan Internasional, Nusa Media, Bandung, 2015, 

Hlm. 129    
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 erhadap nyawa dalam Kitab i Undangi Undang Hi uki um Pidana (i KUi 

HAP) dapat dibedakan atai u i dikelompokkan atas 2 i 

dasar, yaitu i 

1. Atas dasar unsi ur ki esalahani   

2. Atas dasar objeknya. i   

Terhadap atas dasar k i esalahan dibagi lagi m i enjadi 2 ki elompok ki ejahatan 

i terhadap nyawa yait i u i  

1. Kejahatani  terhadap nyawa yang dilaki ukani  dengan si

 engaja (i Doluis  

Misdrijvein)   

2. Kejahatan t i erhadap nyawa yang dilaki ukan kari ena k i

 elalaian (i Cuilposei Misdrijvein).  

Polisi adalah lembaga i utama yang b i eri uri usan langs i uing d engan pi

 eilak u. i Banyaknya kasus yang t i erjadi adalah salah sat i u i tugas polisi, ti

 erhi usi us pi enyidik i dalam penyidikan, pi endi eti eksian kasi us pidana mi

 eim erli uikan k erjasama dan i koordinasi semi ua pihak, i terjadinya 

Tindak Pi idana Kejahatan hal p i ertama yang i dilakukan pi enyidikan k i

 epolisian bi erti uji uan i unti uik m engi etahi ui apakah kasi uis 

yang ada mem i eni uhi i unsi uri -unsi ur tindak pidana atai ui bukan.i  Peni 

egak hi uki uim diharapkan kritis dan teliti dalam mi enghadapi p i

 ermasalahan masyarakat dan ji uga t i egas dalam i menindak lanji uti bi

 erbagai macam k i ejahatan yang ada d i imasyarakat, khus i usya i kejahatai

 n tindak pidana pemb i uni uhan bi eri encana. Oli eh karna it i u i buit uh pi

 enanganan i dan perhatian si erii us ti erhadap pi eran k i epolisian dalam mi

 enangani tindak pidana i pembi uni uhan bi eri encana agar yang dilak i
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 uikan k epolisian i dapat memb i erikan i dampak dan manfaat terhadap p i

 elaki u i pemb i uni uihan b  eri eincana dan masyaraka  t. Dengan bi

 ertambahnya kas i us pi embi uni uhan bi eri encana yang t i

 erjadi dii sarolangun. i 

 Di bawah ini meni uji ukan hasil laporan kas i us piembiuni uhan b ieri encana itahun 2020i– 

 2022, Di Polres Sarolangiun.i  

  

  

Tabel 1  

Data Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Pada  

Polres Sarolangun Tahun 2019-2022  

No.  

Tahun Kasi us 

i Pembi uni uhan Bi eri 

encanai   

Jumlah Kasi usi  

Kasui s  

 Seli esai i

   
Tidak Seli esaii   

1.  2020  2 Kasui s  √    

2.  2021  3 Kasui s  √    

3.  2022  5 Kasui s  √    

 Sumbier data: iPolreis Sarolanguin.  

Beirdasarkan data diatas pada tahun 2020 ada 2 kasus pembunuhan 

berencara di sarolangun kasus pembunuhan adik ipar oleh suami kakaknya, 

pembunuhan anak oleh ibunya, dikarenakan banyaknya kebutuhan dan tuntutan 

yang harus dicapai dengan keadaan pandemi ini. Dalam hukum pidana pasti tidak 

akan lepas dari permasalahan–permasalahan pokok yang merupakan salah satu 

bagian penting dalam proses perjalanan hukum pidana. Kasus ke dua tahun 2020 

adalah Sarolangun, Jambi-Unit Reskrim Polsek Sarolangun, Tim Opsnal bersama 

Tim Gabungan Polres Sarolangun berhasil ungkap kasus dan ringkus terduga 

pelaku pembunuhan dengan korban Melan Gustiani (15th) siswi SMP 17 
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Sarolangun, Rabu (01/07).
21

 Dalam keterangan resminya AKBP. Deny Heryanto, 

S.Ik, M.Si berdasarkan LP/B-22/IV/2020/JMB/RES SRL/SEK SRL Tanggal 15  

April 2020 ,Unit Reskri Polsek Sarolangun, Tim Opsnal Polres Sarolangun dan 

Tim Gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi 

mengumpulkan barang bukti dan yang ada di lapangan.   

Tahun 2021 ada tiga kasus sebagai sampelnya kasusnya sebagai berikut  

Peristiwa ini bermula dari rencana aksi damai terkait kasus dana desa dipolres 

Sarolangun karna lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang 

ditangani pihak Tipikor polres Sarolangun Setibanya di Mapolres kuasa hukum 

korban, langsung menemui Kanit Reskrimum yang menangani perkara tersebut di 

ruangannya. Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas 

perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan  

Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak 

Kepolisian. Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga 

Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa 

hukum korban dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara 

yang sempat saya baca, penyidik menggunakan Pasal Tunggal yaitu Pasal 351 

KUHP.  

Pada tahun 2022 Sebagai sampelnya kasusnya kejadian pembunuhan 

tersebut terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di desa Lubuk 

Napal, bahwa pelapor mendapatkan laporan bahwa anak magang telah hilang di 

PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kemudian pelapor mengajak 

keluarga korban menuju Polsek Pauh untuk memastikan hilangnya anak tersebut 

                                                 
21

 Pembunuhan berencana di sarolangun. https://reportaseinvestigasi.com/20782-2/  
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Kemudian dilakukan pencarian anak pelapor bersama tim Basarnas, Polri dan TNI 

Pada Rabu tanggal 12 Oktober menemukan mayat korban pada pukul 07.00 WIB, 

kemudian tim opsnal melalukan penggeledahan terhadap tiga unit pondok yang 

ada di sekitar lokasi sawah penemuan mayat korban.
22

 terjadinya pembunuhan  

berencana dan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadinya 

peningkatan pembunuhan berencana dan ini tentu akan sangat berdampak buruk di 

Sarolangun.  

Seharusnya Kepolisian mi emiliki hi ubi ungan yang i erat kaitanya antara aparat i 

peni egak hi uki um di engan ti eirjadinya tindak pidana k  ejahatan. Maka pi ein elitian ini i 

berti uji uan i unti uk m i ein eliti li eibih lanj uit mengi enai pi eran pi einyidi k kepoli isian dalam 

menangi ulangi i tindak pidana kejahatan p i embi uin uhan bi eri encana pada masyarakat i 

sarolangun. S i ehi ubi ungan di engan hal ini maka p i ein ulis ti eirtarik  unti uk mi eni eiliti l 

ebih i 

 lanjut ti entang proposal yang b ierji udi ul. i “PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN  

RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK  

PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA.”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan i latar belakang diatas, maka yang mi enjadi ri umi usan masalah i 

dalam peni ulisan ini adalah:i   

1. Bagaimana tugas dan w i ewi eni gan penyid i ik dalam menangi ulangi i tindak 

pidana pemb i uni uhi un bi eri encana?i  

                                                 
22

 https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5915393988/polres-sarolangun-ungkap-

kasuspembunuhan-magang-mayat-korban-dibuang-di-sawah  

https://www.kabarjambikito.id/tag/sawah
https://www.kabarjambikito.id/tag/sawah
https://www.kabarjambikito.id/tag/sawah
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2. Apa saja kendalai -kendala pi enyi elidik polri esi sarolangun 

dalam mi enangi ulangi i tindak pidana pembi uni uhan bi eri encanai

  ?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Unti uk Mi engi etahi ui bagaimana ti uigas dan w ewi ein ang penyidik dalam i 

mengangi ulangi i tindak pidana pemb i uni uhi un bi eir encanai ?  

2. Unti uk mi engi etahi ui apa saja ki endalai -kendala pi enyidik polri esi sarolangun i 

dalam menangi ulangi i tindak pidana pemb i uni uhan bi eri encanai ?  

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun yang m ienjadi manfaat pieni elitian ini adalah siebagai b ierikiut:i  

1. Secara t i eoritis, yait i u i dapat membi eri pi engi etahi uan k i epada masyarakat i 

tentang p i erani an penyidik dalam m i engangi ulangi i kejahatan tindak pidana i 

pembi uni uhan bi eri encana.i  

2. Secara praktis, ya i itu i sebagai s i umbangan p i emikiran p i enyidik dalam i menci 

egah k i ejahatan pi embi uni uhan b i eri eincana disarolang un dani meimb eritahi u i 

apa saja penyi ebab t i erjadinya p i embi uni uhan bi eri encana. i  

3. Secara akad i emik, i Peni elitian ini si ebagai syarat dalam m i enyi eli esaikan i 

program studi ilmi u i huki um, Faki ultas Hi uik ui m, Uiniv ersitas jambi.i  

E. Kerangka Konseptual  

Agar tidak terjadi ki eranci uan dalam m i enpi erdi efi enisikan arti dan 

maksi ud dari i propossal ini, maka perli ulah dibi erikan p i enji

 elasan si ebagai b i eriki uti :  

 1. Peranan i   
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“Peran mi eri upakan aspi ek dinamis ki edi udi ukan (stati us), apabila i sesi 

eorang m i elaksanakan hak dan ki ewajibannya s i esi uai di engan ki edi udi ukan, i 

maka ia menjalankan s i uati u i peranan”i 

23
 Dasar huk i um pi elaksanaan t i ugas i 

kepolisian ti elah dicant i umkan dalam Kitab i Undangi -Uni dang Huki um Acara i 

Pidana (KU i HAP) Wewi enang k i epolisian baik s i ebagai p i enyidik, Mai upi un i 

penyi elidik i telah i dicantumkan i secara i teirp erinci. i Penyi elidikan i dan 

penyidikan K i epolisian mi emiliki ki ewi enangan yang diat i ur i 

dalam Pasal 7 ayat  

 1 kitab Undangi-Undang Hiuki um Acara Pidana. i   

a. Meni erima laporan ata i u i pengadi uan dari s i es i eorang t i entang adanya i 

tindak pidana.  

b. Melaki ukan tidak pi ertama pada saat diti empat ki

 ejadiani   

c. Menyi uri uh bi erhi enti si eorang t i ersangka dan m i emi

 eriksa tanda pi engi enal i diri tersangka. i   

d. Melaki ukan pi enagkapan, p i enahanan, p i engi eli edahan 

dan pi enyitaan. i   

e. Melaki ukan mi elaki ukan pi emi eriksaan dan p i

 enyitaan s i urat.i   

f. Mengambil sidik jari dan mi emotri et si esi eorang.i   

g. Memangil orang i unti uk mi endi eni gar dan diperiksa si ebagai ti ersangka i 

atau i saksi.  

h. Mendatangkan orang ahli yang dip i erli ukan dalam h i ubi 

ungannya i dengan pi emi eriksaan pi erkara. i   

                                                 
23

 Soerjono Soekanto,” Teori Peranan, Aksara, Jakarta, Tahun 2022. Hlm 243.  
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i. Mengadakan pi enghi entian pi enyidik. i   

j. Mengadakan tindak lain mi eni uri ut hi uki um yang b i ertanggi

 ung jawabi   

2. Peni yidik Kepolisiani   

Dalam Pasal 1 angka (1) Undangi -Undang Nomor 8 Tah i un 1981 i 

Tentang H i uki um acara pidana.Pi enyidik adalahi  “Pejabat Ki epolisian Ni egara i 

Repi ublik Indon i esia atai u i pejabat p i egawai Ni egara sipin ti erti enti ui  yang diberi 

i wewi enang kh i usi us oli eh i undangi -undang i uint uk mi elaki ukan pi einyidikan.  

 Dalam Pasal 1 Undangi -Undang Nomor 2 Tah i un 2002 Ti entang Kiepolisian i 

 Negara Riepi ublik Indonsia. i   

“Polri meri upakan alat Ni egara yang b i erpi eran dalam mi emi elihara i 

keamanan dan k i eti ertiban mai syarakat, men i egakan hi uki um, si erta i 

membi erikan pi erlindi ungan, pi engayoman dan pi elayanan k i epada i 

masyarakat dalam rangka terpi eliharanya k i eamanan dalam ni egi eri”.i  

  

3. Menangi ulangi i   

Dalam hal ini penyidik ki epolisi hai rus bisa m i enangi ulangi i kejadiani 

yang terjadi dilingk i ungan masyarakat ti erhi usi usnya i Disarolangun, 

bagaimana i kasus pi embi uni uhan bi eri eincana bisa t erjadi dan kas i uis p emb i uni 

uhan b i eir encana i ini bisa meningkat p i esat. P i enyidikan i kepolisiani dengan wi 

ewi enang dan i tugas mi eni erimai laporan dan membi erikan rasai aman kepada 

mai syarakat di tempat ia bi erti ugas, i hui susnya masyarakat i Sarolanguni , agar 

kasus tindak i pidana pembi uni uhan bi eri encana ini dapat i beirk urang dan ti 

eiratasi d  engan baik.i  

4. Tindak Pidana Pemb i uni uhan Bi eri encani a  

Meni uri ut proi f Dr. Wirjono Prodjodikoro,  Tindak Pidana adalah suati u i 

perbi uatan yang p i elaki unya dapat diki enai hi uki um pidanai  Dan peilak u i ini 

dapat dikatakan meri upakan (si ubji ek) tindak pidana. i Meni uri ut Moi eljatno di i 
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dalam buk i u i Christine i S.T. kansil, tindak pidana adalah perb i uatan yang i 

dilarang oleh s i uati u i aturan h i uki um, yang mana disi ertai acaman (sanksi) 

yang i beri upa pidana ti erti enti u, bagi barang siapa yang m i elanggar larangan i 

tersi eb i ut.i 

24
  Meni uri uit Djoko prakosa dan N  urwachid i , pembi uni uihan beri 

encanaa ialah p i embi uni uhan yang dilak i uikan ol eh t i eirdakwa d  engan i 

direncanakan ti erli ebih dahi uli u, misalnya d i e i ngan beri unding di engan orang 

lain i atau i memikirkan siasati –siasat atau i cara yang akan dipakai unt i uk i 

melaksanakan n i iat jahatnya dengan si edalami -dalamnya terli ebih dahi

 uli u i sebi eli um tindakan yang k i ejam dimi ulaii .
25

  

F. Landasan Teori  

 1. Teori Pi eranan i   

Peran mi eri upakan aspi ek dinamis ki edi udi ukan (stati us). Apabila si esi eorang i 

melaksanakan hak dan k i ewajibannya s i e i suai i dengan k i edi udi ukannya, maka ia i 

menjalankan s i uati u i peranan.i  

Peranan m i eri upakan s i uati u i konsep ti entang apa yang dapat dikatakan i 

sebagai prilak i u i individu i dalam masyarakat sebagai organisasi. P i eranan j i uga i 

dapat dikatakan sebagai prilaki u i individu i yang penting bagi str i ukti ur sosial i 

masyarakat. Le i vinson dan soekanto mi engatakan pi eranan m i encaki up tiga hal i 

antara lain:  

a. Peranan m i elipi uti normai -norma yang dihub i ungkan d i engan posisi ata i u i 

tempat si esi eorang dalam masyarakat. P i eran dalam ari ti ini meri upakan i 

                                                 
24

 Christine. S. T.Kansil, ”Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita”,Jakarta, 2004, 

Hlm. 54.  
25

 Djoko Prakosa & Nurwachid” Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas 

Pidana Mati Diindonesia Dewasa Ini”Gghlmia Indonsia,Jakarta, 1984, Hlm 34  
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rangkaian perati urani -praturan yang mi embimbing si esi eorang dalam i kehidi 

upan bi ermasyarakat. i  

b. Peranan m i eri upakan s i uati u i konsep ti entang apa yang dilak i ukan oli eh i 

individu i yang penting dalam masyarakat s i ebagai organisasi. i  

Peranani juga dapat dikatakan s i ebagai prilaki u i individu i yang penting i 

bagi strukt i ursosial masyarakat. i 

26
 Kepolisian Ni egara har i us mi embi erikan 

rasa i nyaman dan kedamaian dalam lingk i ungan masyarakat. T i ugas pokok i 

kepolisian adalah m i em i elihara k i eamanan dan i keti ertiban masyarakat, i meni 

egakan h i uki um dan mi embi er p i erlindi ungan, p i engayoman dan p i elayanan i 

kepada masyarakat d i engan baik i .  

 Dalam Pasal 13 Undangi -Undang Nomor 2 Tah i un 2002 ti entang i 

 Kepolisian Riepi ublik Indon iesia, yang m ieni entiukan:i   

“Tugas i pokok kepolisian adalah mi emi elihara ki eamanan dan k i eti 

ertiban i masyarakat, meni egakan i huki um i dan membi er i perlindi ungan, i 

pengayoman dan pi elayanan ki epada masyarakat di engan baik”.i  

  

Pejabat ki epolisian Ni egara R i epi ublik Indon i eisia m enjalankan t i uiga s 

wewi engan dis i eli uri uh wilayah N i e i gara Indonesia, k i eih usi unya dai erah i huki 

um i tempat pi ejabat yang bi ersangk i utan diti ugaskan si eis uai i Uindang -Undang 

yang i berlaki u, s i erta hari us mi empi erhatikan Hak Asasi Mani usia dalam si etiap i 

pelaksanaan ti ugai s dan wewi engannya. i  

2. Teori Siti em pi eradilan pidanai   

Meni uri uti Mardjono Reksodipoi etro Sisti em pi eradilan 

pidana (criminal i justici e i system) mi eri upakan sisti em dalam si

                                                 
26

 Soerjono Soekanto, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan, Jakarta, Raja Grafindo 

Persda, 2002, Hlm 246.  
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 uati u i masyarakat uint uik menanggi ulangi k i ejahatan. Mi

 enanggi ulangi b i eirarti di sin i usaha i unti uk i mengi

 endalikan i kejahatan i agar  berada i dalam  batas-batas 

 toleransi i masyarakat. Sistem ini dianggap b i erhasil apabila s i

 ebagian bi esar dari i laporan maupi un ki eli uhan masyarakat yang mi

 enjadi korban k i ejahatan dapat i “diseli esaikan” d i eni gan 

diajukannya p i elaki ui  kejahatan ki e i sidang pengadilan i dan diputi 

uskan si erta m i endapat pidana. i 

27
  

3. Teori i pemidanaani    

Pemidanaan adalah s i erangkaian tahap p i eni etapan sanksi dan j i uga 

tahap i pembi erian i sanksi dalam huk i um pidana.i 

28
 Pada umi uimnya, t  eori p i 

emidanaan i terbagi atas 3 (tiga) bagian, yait i u:i  

a. Teori Absoli ut atai u i Teori Pi embalasan (vi eirg eldings thi eiori en)i Meni uri 

ut ti eori ini pidana dijati uhkan si eimata -mata karena orang ti elah i melaki 

ukan ki ejahatan atai u i tindak pidana.   

b. Teori Ri elai tif atau i Teori Ti uji uaani   

Teori ri elatif atai u i teori ti uji uan ini adalah bahwa 

pidana adalah alat i unti uk mi eni egakkan tata t i ertib (hi uki 

um) dalam masyarakat. i   

c. Teori Gabi ungan (vi eri eningings th i eorii en)i   

Teori gabi ungan atai u i teori modi eri ein m emandai ng bahwa 40 tuji uan   i 

pemidanaan b i ersifat pli ural, kari ena mi enggab i ungkan antara prinsip i 

                                                 
27

 R.SUGIHARTO, S.H,. M.H.”Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara “ Unissula 

Press, Semarang, Tahun 2012, Hlm 3.  
28

 Fajar Ari Sudawo, “Penology Dan Teori Pemidanaan”, Pt Djava Sinar Perkasa, Jawa 

Tengah,Cetakan Pertama, Tahun 2022, Hlm 23.  
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prinsip relatif (i tuji uan) dan absoli ut (pi embalasan). Si ebagai sati u i kesati 

uan. i Teori i ini bercorak i ganda, dimana pemidanaan i 

mengandi ung karakt i er pi embalasai n sejai uh pi emidanaan dilihat si 

ebagai i suati u i kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. S i 

edangkan i karakter t i uji uannya ti erli etak pada idi e i bahwa tu ij uan kritik 

moral i tersi ebi ut ialah si uati u i reformasi atai ui peri ubahan pi erilaki u i 

terpidanai di kemi udian hari.i   

G.  Metode penelitian   

1. Lokasi Pen i elitiani   

 Peni elitian ini dilaki ukan diki epolisian Ri esor (POLR i ES) Sarolangiun i 

yang beralamatkan di Jl. Sarolang i uni –lubi uk linggai u, No 265, li uib uk si eip uh, i 

kecamatan Pi elawan, Kabi upi aten Sarolangi un, Provinsi Jambi.i  

2. Tipe i atau i Pendi ekatan P i eni elitiani   

Berdasarkan ri umi usan masalah dan t i uji uan pi eni elitian, 

maka tipi e i peni elitian yang digi unakan adalah pi eni elitian hi uki 

um yi uri udis i eimpiris yait  u i peni elitian yang dilak i ukan i

 secara i langsui ng keipada s umbi eirnya. P  eni eilitian huki um i

 empiris mi eri upakan salah sati u i jenis pi eni elitiai n 

huki um yang i menganalisis dan mi engkaji bi erki erjanya hi uki 

um di dalam i masyarakat
29

.  

Meni uri ut Soi erjono Soi ekanto dan Sri Mam i udji, pi eni elitian hi uki um i 

empiri is adalah pen i elitian hi uki um yang dilaki uikan d engan cara mi ein eliti data i 

                                                 
29

 Ishaq, “Metode   Penelitian    Hukum”,   Cetak   Pertama, Bandung, Tahun 2016, Hlm 70. 

29Pro F. Dr. Irwansyah, S.H,.M.H.”Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Partikel”, 

Ahsan Yunus, Cetak Pertama , Yogyakarta, Mirra Buana Media, Tahun 2020, Hlm 43.  
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primer, yait i u i data yang diperoli eh langs i ung dari masyarakat.i 

29
 Metodi e i ini 

dilakukan i unti uk mi empi elajari k i esi enjangan hi uki um yang t i erjadi antara das i 

sollen (harapan) dan i das sein (ki enyataan) yaiti u i meni eliti bagaimana i 

pelaksanaannya (ri ealisasi) si erta p i eni erapan program ti ersi ebi ut oli eh pi enyidik i 

terhadap k i ejahatan pi embi uni uhan bi eir encana yang t i eirjadi dimasyarakat s 

ekitar i sarolangun t i ersi ebi ut.i  

H. Spesifikasi Penelitian  

1. Sifat metodi e  i peni elitian yang digi unakan dalam p i eni elitian ini 

bi ersifat i Deskriptif, yait i u i peni elitian i unti uk mi embi eirikan data 

yang t  eliti si esi uai di eingan keadaan dan gi ejala yang t i erjadi 

dilingki ungan masyarakat sarolangi un, ti erki ait peranai n 

kepolisian dalam mi enangi ulangi i  tindak pidana pemb i uni uhan i 

 beri encana, k i enapa bisa ti erjadi kasi us pi embi uni uhan b i eri eincana disarolangun i 

dan apa yang dilakukan pi enyidi i k kepolisian dalam mi enangi ulangi i atau i 

mengi urangi kas i us pi emb i uni uhan bi erancana ini si erta apa ki endali a kepolisian 

i dalam menangi ulangi i kasui s pembi uni uhan bi eri encana s i ehingga kasi us ini 

bisa i meningkat dari tah i un 2020i -2022.  

2. Populasi dan Sampi el i Populasi adalah s i eli uri uh obyi ek, si eli uri uh individi u, i seli uri 

uh gi ejala i atau i seil uri uih k ejadian ti eirmas  uk wakt i u, ti empat, gi ejalai -gejala, i pola 

sikap, tingkah laku, dan si ebagainya yang m i empi unyai ciri atai u i karakter i sama 

dan meri upakan i unit sati uan yang diti eliti.i 

30
 Populasi dalam pi eni elitian i ini 

adalah Satuan R i esi ersi e i dan Kriminal Polres Sarolangi un, Kabi upati en i 

Sarolangun. Sampli e i dalam peni elitian ini diambil dari ji umlah popi ulasi i 

                                                 
30

 Bahder Johan Nasution, Op. Cit., Hlm. 145.    
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dengan mi enggi unakan ti eknik pi enarikan sampl i e i puirposivei samplei, Adapun i 

pengi ertian i puirposivei samplei meni uir ut Bahdi er Johan Nas i ution, i  

Puirposivei samplei disebi ut si ampeli beirt uji uan, artinya m i emilih i samplei 

berdasarkan p i enilaian t i erti enti u i karena i unsi uri -unsi ur, atai u i uniti -unit 

yang i dipilih dianggap mewakili pop i ulasi. Pi emilihan ti erhadap i unsi uri -

uins ur, i uniti -unit yang dijadikan samp i el hari us b i erdasarkan pada alasan 

yang i logis, sepi erti tingkat hi egi emonitas yang tinggi atai u i karakterisktik 

i sampel ti erpilih mi empi unyai k i esamaan di engan karakti eristik popi ulasi. i 

Artinya dalam pengambil i an sampel diami bil uniti -unit sampi el i sedi 

emikian i rupa, s i ehingga sampi el ti ersi ebi uit b  enari -beinar m  enci eirminkan 

ciri-ciri dari populasi yang s i udah diti enti ukan si ebi eli umnya. i  

  

Bedasarkan t i eknik pi enarikan i Puirposivei Samplei maka sampel dalam i 

peni elitian ini yakni 2 (di ua) Polisi Bagian Sat i uan Ri esi ersi e i dan Kriminal 

Polres Sarolangi un, Kabi upati en Sarolangi un.i  

a. Dua orang p i ejabat k i epolisian i umi umi   

1) Bapak Ket i ua Bagi i an huki um i umi um i Eri Ki ui rniawan  

2) Bapak Sekji en Si eptian Papahan i   

b. Dua orangi  polisi bagian reskrimi   

1) Bapak ket i ua bagian i reskrim, Akp R i endi Ri eanaldyi   

2) Ibuk hazni s.os anggota r i eskrimi   

 3. Sumbi er datai   

Data dalam peni ulisan skripsi ini dipi eroli eh pi eni uilis d

 engan m i eilak ukan i peni elitian, yaiti u:i  

a. Data primeri  

b. Data yang pen i ulis i dapatkan pada pen i elitian ini adalah data yang i 

diperoli eh mi elali ui hasil wawancara dan s i urvi ei s i

 ecara langs i ung pada kasat i kum, Ri eskrim dipolri es sarolangi

 un.i Dengan cara tanya jawab antara i peni eliti di engan informan atai



24  

  

 u i subji ek pi eni elitiani , melali ui tatap mi uka i secara langs i

 ung s i ecara lisan. i   

c. Data sek i undi eri  

Unti uk mi empi eroli eh data ski undi er yang dip i erli 

ukan dalam p i ein elitian ini i maka pengi umpi ulan data dilaki

 ukan mi elali uii kajian b uki ui, j urnal, data dari i interni et, pi

 erat i uran pi eri undangi -undangan, mai upi un si umbi er lainnya 

yang i berhi ubi ungan di engan pi eni elitian.i   

d. Pengolahan dan analisis data i   

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil p i eni elitian, ki emi udian i 

dikumpi ulkan, diolah dan diklarifikasikan si ebagai bagian i -bagian terti enti u 

i unti uk dianalisis. Analisis data yang dilak i uakan dalam pi eni elitian ini 

i bersifat k i ualitatif yait i u i peni ulis mi embi erikan gambaran dan i uraian i mengi 

enai pi eranan pi enyidik ki epolisian polri es sarolangi un dalam i menangi 

ulangi i tindak pidana pembi uni uihan b eri encana yang dit i eliti i kem i udian 

diambil ki esimpi ulan yang ri elavan di engan pi eni elitian ini.i  

I. Sistematika Penulisan  

 Unti uk mi empiermiudah mi empieroli eh dalam pi embahasan dan p iemahaman i 

peni elitian ini, maka p i eni ulis mi enggi unakan sisti ematika p i eni elitian yang ti erdiri 

atas i 4 (empat) bab, yait i ui :  
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BAB I :   PENDAHULUAN.   

Pada bab perti ama ini akan diuraikan mi engi enai i pendahi uli uan ti erdiri i 

dari Latar Belakang, R i umi usan Masalah, Ti uji uan Pi eni elitian, manfaat 

i peni elitian, landasan t i eori, Mi etod i e i peni elitian, dan Sisti ematikai Peni 

ulisan yang b i erti uji uan i unti uk i menampilkan gambaran awal i tentang 

masalah awal yang diti eliti dan dibahas padai bab selanji utnyi a  

BAB II :  
 TINJAUAN PUSTAKA  

Tentang hi uki um pidana i Tindak Pidana, tindak pidana Kejahatan i 

Pembi uni uhan Bi eri encana.Pada bab II akan di i uraikan mi engi enai i 

tinjauan i umi um ti entang i Hukum pidana dan Tindak Pidana, tentang 

Pembunuhan dan Pembunuhan Beencana, Tentang tinjauan umum  

tentang kepolisian.  

BAB III :   PEMBAHASAN  

 Pada bab ini akan diuraikan mi engi enai hasil dari p i eni 

elitian pi eni ulisan i yang berkaitan di engan p i eranan pi

 enyidik dalam mi enangulangi i  tindak pidana pemb i uni 

uhan bi eri encana i dan kendala dalam m i einang ulangi i tindak pidana 

pembi uni uhan bi eri encana.i  

 BAB IV  :  PENUTUP  

Pada bab ini berisi k i esimpi ulan atas i uraian s i erta pi embahasan yang i 

telah di sampaikan pada bab i -bab sebi eli umnya. Pada bab ini j i uga i 

berisi saran yang dapat p i eni eliti bi erikan atas pi ermasalahan yang i 

 diteliti olieh pieni elitian.i   
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BAB I
31

I TINJAUAN PUSTAKA  

  

  

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana  

1. Hukum Pidana  

 Huki um pidana ti erdapat 2 bagian yait i u i Huki uim pidana oby ektifi  (iu is  

puinalei) dan huk i um pidana si ubyi ektif i (iu is puinieindi) huk i um Pidanai      obyektif i 

(iu is puinalei) meri upakan si emi uia p erat i uran yang mi engand i ungi kehari usani atau i 

larangan yang pelanggarnyaa i diancam dengan i hui kuiman yang b ersifat siksaan. i 

23
 

Huki um i pidana subyi ektif (i iuis puinieindi)  meri upakan hak Ni egara ai tau i alat keli 

engkapannnya i unti uk i menghi uki umi sesi eorangi beirdasarkan Huk i umi Pidana atau i 

memidana.i Sehinggai apabila ditinjau i dari satu i se i gi Huki uim pidana suibstantivei/ 

mateiriil dapat diseb i uti Huki umi delik,kata i Deliki berasal i dari bahasa latin 

“deilictuim” yang berai rti “fallein” dalam Bahasa Belanda yait i u i gagal karena gagali 

memati uhii yang  

 baik/benar. i

32 
   

Meni uri uti simons Huki umi pidana diartikan atas 3 pengi ertian yait i ui : a. 

Semi uai larangan yang diancam dengan p i endi eiritaan ol  eh ni egarai dan 

suati u i pidana apabila tidak ditaati.  

b. Seli uri uhani  perat i urani  yang meingaturi syarat unti uki penjati

 uhani  pidana.  

c. Semi ua ki eti enti uan yang mi enjadikan dasar i unti uk pi enjati uhan dani peni 

erapani huki umi .
3331

  

  

                                                 
31

 Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana Dikutip Dari E.Utrecht,  

 Jakarta: Ghalia Indonesia 1965, hlm 9  
 
 

32
 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia 2001 Bandung, hlm 6  

33
 Soedarto, Hukum Pidana I, Cetakan II Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP 

1990, hlm. 13.  
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2. Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana atau i dalam istilah belandai digunakani sebagai i 

pengganti i “stafbaar feiit” sepi erti yang ada dalam i srafweitboeik atau i Kitab Undangi

 -Undang Hi uki um pidana ini mi empi unyai b i erbagai i  istilah 

yang maksudnya i sama dengani  “strafbaarfeiit’’.
34

.
32

  

Meni uri uti Soedartoi penggi unaani istilah yang berb i edai tidak meinjadi 

masalah asalkan jelas apa yang dimaks i ud dalam hal ini yangi penting adalah isi i 

makna itu.Istilah tindak pidana yang dilak i ukan oli ehi pemb i uat i undangi -undang i 

atau i dalam bahasa asingnya adalah deilic
.
.
35 

 

Tindak pidana men i uri ut Soi edarto mi eri upakan s i uati ui  pengi ertiani yuridis i 

lain istilah perbi uatani jahat atau i kejahatani (crimei ataui veirbreichein ataui misdad) 

Hal ini karenai perbi uatani yang dapat di pidana atau i  melaki ukan ki ejahatani meri 

uipakan subji ek atai u i obyek darii huki umi pidana dan dibedakan i seibagai beriki uti : 

Perbi uatani jahat sebagai i gejalai masyarakat diilihat secara i konkret t i erwi uji ud 

dalam i masyarakat (social veirshijnseil, eireicheiinuing, pheinomeia) atau i perbi uatani 

jahat dalam arti kriminologis adalah perb i uatani manusiai yang menyalahi i norma-

norma dari dasar masyarakat dalam konkret. i Perbi uiatan jahat dalam arti huki um 

pidana i (strafreichteilijk misdaadbeigrip) ialah bagaimana terw i uji udi dalam in 

abstractto dalam perat i uran pidana. i  

Strafreichteilijk Misdaadbeigrip ialah bagaimana terw i uji udi dalam in 

abstractto dalam perati uran pidana. i - undangani sebagai p i erbi uatan yang dilarangi 

dan diancam dengan i pidana.
28

  

                                                 
34

 Loc. Cit Hlm 26  
35

 Moeljono, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Bina Pustaka, Hlm 54.  
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Syarat formil harus ada kar i enai asas legalitas yang digariskan i dalam pasal 

1 ayat (1) Kitab Undangi -Undang i Huki ui m Pidana syarat materiil har i us ada dan i 

syarat formil harus i ada karenai perbi uatani itu i harusi dilakukan i olehi masyarakat 

sebagai i perbi uatani yang tidak bolehi dilakukani karenai berti entangani akan tercapai 

inya tata dalam kesadarani masyarakat.
 29 

 

 Perbi edaan k i ualitatif antara k i ejahatan dan pi elanggaran adalai h sebagai i   

 berikiut:i 

 
 

a. Kejahatani adalah deliki huki umi (reich deilict) yaitu i suati u i perbi uatani yang 

melawan i huki umi yaitu i perbi uiatan yang melani ggar keadilan,apapi uni huki 

umi yang diancam dengani pidana dalam satu i undangi -undangi atau i tidak 

jadi benari - benar dirasakan i oleih masyarakat sebagai i berti entangan i 

dengan i keadilan misalnyai pasal 338 Kita Undang-Undang i Hukum  

 Pidana (KUHP)  tentangi pembiuni uhan.i   

b. Perbi uatan mi elawan h i uki um adalah d i elik i undangi -undang (wi eits deilict) 

yaitu i perbi uatan yang bar i u i saja diakui ol i eh masyarakat i uim umi dapat 

dipidana karenai undangi -undangi menyi ebi ui tnya sebagai i delik,jadii 

karenai Undangi -Undangi mengancamnyai dengani pidana misalnya: 

memarkiri mobil disebi elahi kanan jalan.  

c. Perbi edaaani yang bersifati kualitatifi antara kejahatani dan pelanggaran i 

meli etakan krit i erii um pada pi erbi eidaan yang dilihat dari segii kriminologi 

yaitu i bahwa pelanggari an ancaman pidananya lebih i ringan 

dibandingkan dengan i kejahatan.i 

33
  

Meni uri uti Wirjono Projodikoro duai cara unt i uik meni enti ukani perbi edaani 

antara kejahatani dan pelanggaran i yaitu i :  
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a. Dengani  meni elitii  maksuid dari undangi  undangi   

b. Dengani  meni elitii  sifat-sifat perbi edaani  anatara 

tindak-tindak pidana  

                                                  
 33

   
29 

Ibid Hlm 78.  

 yang term i uat dalam b i uki u i II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

 (KUi HP) dan tindak-tindak yang term i uati dalam buki u i III Kitab  

Undang-Undang Hukum Pidana ( Ku i HP).
30

  

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana  

1. Pengertian Pembunuhan  

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuHP i ) dirumi uskani 

sebagai i barang siapa dengan i sengajai mencabi uti nyawa orang lain, diancam 

pidana pembi uni uhan di engan pi enjara paling lama 15 tahi uin, dit unji uikan supaya i 

orang itu i mati. walaupi uni dengani perbi uatani yang kecil i sekalipi un. Pi embi uui ni 

uhani biasa adalah tindak pidana dengan i niat dam eksi eik usi dilaki ukan si ecara b i 

ersamai sama jadi secara si edi erhana dapati dikatakkan pemb i uin uhani yang dilakukai 

n saat pelaki u i berki einginani unti uk mi embi uni uh ki emi uidian langs  ung mi elaki ukan i 

eksi eki uisi jadi waktu i nya hampir bersamaan i dengani niat pada um i umnya i tindak 

pidana pemb i uni uhani ini terjadii karenai emosii sesaat i saat pelaki u i merasai tersinggi 

uni g dan mulaii ada niatan melaki ukani pembi uni uhan dan i langsungi melaki ukani eksi 

eki usii selain i dari emosii pembi uin uhani beri encana ji uga mi empi unyai ciri t i erti enti u i 

yaitu i senjata yang digi unakani adalah senjatai dari samping atau i yang ada 

disekitari pelaki u i atau i korban, unti uk ancaman tindak ki eijahatan p embi uin uhan 

biasa ini i adalah 15 tahun didi uga ancaman nya i lebih ringan dari pada p i embi uni 

uhani beri encana kari en pi elaki u i melaki ukannya dalam ki eadaan i emosi si ecarai 
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psikologis saat sesi eorangi emosional dia tidak bisa mi embi edakan manai yang 

benari dan mana yang salah ini lah alasannya mengapa i ancamannya lebih i ringan 

dari pada  

 pembiuni uhan i beri encanai .  

  

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  

    Pengi ertiani pembi uni uihan be irencanai dalam huki umi positif meni uri uti pakar 

huki umi pidana Tresnai R, pembi uni uhani beri encanai adalah tidak meni enti ukani 

berapai lama harusi berlangsi uing antara eks i e ikusii teitapi ada periodi e i waktu i ketikai 

dia bisa meri encanakani sesi uati ui  deing an kepalai dingin.  

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kui HP) mengati uri bahwa 

“Barang siapa dengan i sengajai mengambili nyawa orang lain, dan diancam karena i 

pembi uni uhan di engan ri encana, di engan pidana mati atai u i pidana penjarai seui mi uri 

hidupi atau i selamai waktu i terti enti u,i paling lama duai puli uhi tahuni ”. hari ini 

direncanakan i dahul i u i dipandang jika petindak dalami ses i uati u i yang cuk i upi telahi 

memikirkani sertai menimbangi -nimbang kem i udiani mein ent i ukani waktu,i teimpat, 

cara atau i alat dan lain sebagainya yang akan digi unakan i uint uk pi embi uni uhan i 

tersi ebi ut.i  

3. Pengertian Polisi  

Meni uri uti Satjipto Raharjo polisi meri uipakan aparatur i negarai yang 

bertanggi ungi jawab menjagai keamanani dan ket i ertibani masyarakat, membi erikan i 

pengi ayoman, dan memb i erikan pi erlind i ungani kepadai masyarakat.
3634 

 

 Pasal 5 Undangi -Undang No. 2 Tah i un 2002 ti entang Ki epolisiani  Negara i 

                                                 
36

 MSHT Pulungan Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang Vol27 2015 hlm 3.  
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 Repi ubliki Indonesia i menyiebi utkani bahwa:  

a. Kepolisian Ni egara R i epi ublik Indon i esia mi eri upakan alat ni

 egarai  yang berpi eiran   dalam memi eliharai  keamanani  

dan ket i ertibani  masyarakat, men i egakkani  huki umi  yang 

menyi eli uri uih, sertai  membi eirikan p  erlindi ungan, i  pengayoman, dan i 

pelayanan k i epadai  masyarakat dalam rangka memi eilihara  keamanani

  dalam  

 negi eri. i   

b. Kepolisiani Negarai Repi ubliki Indonesiai adalah Kepolisiani Nasional yang meri 

upakan i satu i kesat i uani yang melaksanakan i tugas si ebagaimanai yang diaturi 

dalam ayat (1).  

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian  

1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian  

a. Melaki ukan pi enangi kapan, penahan i an, penggi eli edahan i

 dan penyitaan i   

b. Larangan masuki dan keli uari Tempat i Kejadian i Perkarai atau i memasi ukii 

tempat i kejadiani perkarai penyidikan i  

c. Membawai orang dan menghadapkan i orang kepadai penyidik i dalam rangka 

penyidikan i   

d. Memi erihtahkai n unti uki menghi entikani tersangkai yang dicurigai i dan 

menanyakan i identitasi  

e. Melaki ukani pem i eriksaani dan penyitaan i surat i pemanggilan i orang unti uk i 

didengari dan diperiksa si ebagai i tersangkai atau i saksi  
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f. Mendatangkan i ahli-ahli yang diperl i ukani seih ubi ungan i dengani pemi eiriksaan 

perkarai mengadakani penghi entian i penyidikan i  

g. Mengirimkan i  berkasi  perkarai  kepada Ji aksa Peni unti ut i 

Umi umi   

h. Mengaji ukan pi ermohonan langs i ung ki epada aparati  imigrasi 

yang beirw enangi  di tempati  pemi eriksaani  imigrasi 

 membi erikani  peti unji uk dan arahan i penyidikan ki epada pi

 enyidik p i egawai n i egi erii sipil dan meni erimai  hasil 

penyidikan i   

  

2. RESERSE  

 Penyielidikani Resi ersi e i adalah kegiatani anggota Res i ersi e i untiuk :i   

a. Mencarii dan mengi umpi ulkani informasi beirk enaan i deni gan laporan ataui 

pengad i uan ti entang bi enar atai u i tidaknya telah t i erjadii tindak pidana  

b. Mendapatkani informasi keji elasani teintang tersangkai atau i saksi secarai detaili 

supaya dapat i diadakan penyidikan i  

 Pertimbangan i dilakukani penyielidikani Resi eri se i seibagai berikiut:i  

a. Pengi etahi uani tindak pidana baik yang bers i umbi eri dari laporan maupi un i 

pengad i uan yang dit i erima darii masyarakat  

b. Berita acara p i emi eriksaan dit i empat ki ejadian p i

 erkarai    

c. Beritai  acara pem i eriksaani  tersangka/saksi i   

 Pejabati yang berwienangi melakiukani penyielidikani (penyidik) i.
3735 

  

Penyidik i adalah aparat kepolisiani Negarai repi ublici Indonesiai yang diberii 

tugasi olehi undangi -undangi unti uki melaki ukan pi enyi elidikan yaiti ui  setiap aparat i 

                                                 
37

 Https://Www.Hukum.Online.Com   

https://www.hukum.online.com/
https://www.hukum.online.com/
https://www.hukum.online.com/
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Kepolisian Ni egarai Repi ubliki Indonesiai dari yang berpangkat i Bhayangkara dua i 

sampai dengan i yang berpangkat i jendi eral i polisi.  

a. Wewi enangi  penyi elidiki  (pasal 5 KUi HAP)  

1) Meni erimai laporan atau i pengadi uani dari seis eorangi tentangi    suati ui 

tindakpidana Mencari i keti erangani dan barang buktii  

2) Memi erintahkani sesi eorangi yang dicurigaii dan menanyakan i   serta i memi 

eriksai identitasi  

3) Mengadakan i  tindakan lain meni uri ut hi uki um i yang bertanggi ungi

  jawab  

b. Tuji uani  Penyi elidikani  Resi ersi e i meni uir uti KUi HAP  

1) Mengawali dan m i empi ersiapkani indakan-tindakan  penyidikani yang akan 

dilakukani  

2) Menci egahi  terjadinya i  peilanggaran   hak asasi manusiai   

3) Mengatasi i  penggi unaani  upaya i  paksa  

4) Menjai uhii penyidik i dari resikoi tunti utani huki umi yang timbuli karena i 

tindakan penyidikan i yang dilakukan i  

5) Membatasii dan mengawasii jalannya penyi elidikani agar dilakukan i secara i 

terbi ukai (pasal 104 KUi HAP).
3836

  

c. Persiapan i  Langkah Res i ersi e i 

1) Mencarii informasi unt i uki mein enti ukani apakah peristiwai yang dilaporkan 

atau i yang dilaporkan ters i ebi uti meri upakani tindak pidana atau i bukani  

2) Meli engkapi i informasi yang telah i didapatkan sehinggai menjadi i jelasi sebi 

eli umi dilakukani tindakan  

3) Persiapan i  pelaksanaan i  penindakani   

                                                 
38

 N Kumalasari Tugas Dan Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana 

Pembunuhan
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d. Sasaran penyidikan i   

1) Orang  

2) Bendai   

3) Tempati   

e. Pelaksanaaan i  penyi elidikani   

1) Meni erimai  laporan atau i pengadi uani   

2) Meni elitii  laporan atau i pengadi uani   

3) Melaki ukani  tindakan penyi elidikani   

4) Cara penyi elidikani  ress i ersi e.i 

3937
  

f. Peti ugasi yang melaki ukani penyi elidikani harusi mampu i mengi uasai i tekniki 

tekniki yang diperli ukan:i  

1) Intervi i ewi  

2) Observasi i   

3) Survi eillanci e i 

4) Undi ercovi eri  

g. Penggi unaani  informan  

1) Penyidikan i   

Pasal 1 butiri 2 KUi HAP Peinyidikan adalah suat i u i rangkaian kegiatan i 

penyidik yang dit i enti ukan oli eh i undangi -uindang  unti uik m encarii dan mengi 

umpi ulkani barang bukti,i unti uk mi embi uiktikan  telah ti erjadii tindak pidana 

dan unti uki meni emi ukani tersangkanya. i  

2) Wewi enang pi enyidik i diatur dalam i Undangi -Undang No. 2 Tah i uni 2002 

tentangi Kepolisiani Negara Ri epi ubliki Indonesiai .  

                                                 
39

 Triaa Rosita Oktarina Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidanahl, 

Jakarta, 1998, hlm 57.
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3) Pasal 14 ayat 1 menj i elaskani bahwa tuigas penyidiki adalah melai kukani 

penyidikan i terhadapi semi uai tindak pidana ses i uaii dengan h i uki uim acara 

pidana dan perat i uran pi eri undang i -undangani lainnya.  

4) Pasal 15 ayat 1 menj i elaskani  bahwa tugas i  penyidik i  

adalah:  

5) Meni erimai  laporan atau i pengadi uani   

6) Melaki ukani  tindakan pertamai  ditempati  kejadiani   

7) Kumpi ulan sidik jari dan idi entitas lainnya s i erta m i emotri et   

si esi eorangi   

8) Meni erimai  dan menyimpan barang ti emi uan i uint uki 

semi entara wakt i u i 

h. Tugas i  tugasi  Polri dibagi menjadi i  bebi eirapa  satuani  :  

1) Satuani  resi ersi e i (Sat Reis ersi e)i  

2) Satuani  Inteli eji eni (Sat Intel)i  

3) Satuani  Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas)  

4) Satuani  Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)  

3. Satuan Reserse  

Salah satu i satuan yang ada dalam t i ubi uh polri yang m i empi unyai i peranani 

pentingi apabila adanya laporan akan terjadi i suati u i tindak pidana maka resi ersi e i 

mendatangi lokasi pi eristiwa atai u i tempat ki ejadiani perkara . i 

4038 
 

Fungsi i resi ersi e i adalah memi ulihkan ki et i eirtiban yang t  erganggi u i teri uitama 

terhadap adanya p i elanggaran h i uki um atai u i tindak pidana yang terjadi i di Polresi 

Brebi esi maka tugas i satuian r esi e irse i tidak hanya terbatas padai penyi eli esaiani kasusi 

kasusi kriminalitas saja unti uki diserahkani ke i jaksa peni unti uti umi um i tetapii dapat 

menyi eli esaikani tindak pidana berdasarkan i kewi enangai n diskersi. i  

                                                 
40

 Keputusan KAPOLRI,Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 Tentang 

Struktur Organisasi Polri  
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a. Mengamankan i  atau i meni uti upi TKP unti uki menjagai  murninyai

  lokasi  

b. Meri ekam i  dan mengi ungpi ulkani  barang bu ikti  yang ada 

di TKP  

c. Membi uati sketi TKP dan meilak ukani  pemotri etani   

d. Mencarii dan mengi umpi ulkani saksi- saksi baik yang mendi engarki an mengi 

etahi uii maupi uin melihati keijadian pemb i uni uhani tersi ebi uti akan dimintai 

keti erangan.i  

 Upayai penyielidikani yang dilakukan i Resi ersi e i antara lain :  

a. Inteirvieiw  

 Intervii ewi adalah usahai  atau i kegiatani  unti uki mempieroliehi keit erangan i   

dari orang yang memiliki i atau i didugai memilikii keti erangan i , intervii ewi 

dapat dilakukan i dalam rangka interogasi/p i eim eriksaan i maupi uni  

 penyielidikan.i   

b. Obseirvasi  

  Obse i rvasi adalah pengamatan i dengani turi uin langsun i g  secarai telitii 

terhadap orang,b i enda,t i empati atau i kejadian.i  

 1) Tuji uani Observasi i adalah :  

a) Mendapatkani   gambaran  yang  jelasi   dan 

 leibih   baik secarai   

 menyieli uri uhi dan terpierinci i   

b) Mengid i entifikasii   subji eck i dengani  informasi 

atau  i gambaran yang  

 telahi diperoliehi sebi eli umnya i   

c) Meli engkapi i  informasi yang sudah i  ada  

d) Pengi eci ekani  atau i informasi keti eirangan  atau i fakta  
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e) Mencarii   hubi ungani   antara  subji ect i 

 dengani   peristiwai  tindak pidana.
3639

  

c. Suilveiilancei  

Sulvi eilanci e i adalah pengamatan si ecara sisti ematis ti erhadapi orang, 

tempati , bendai biasanya dilakukani teirhadap orang atau i bendai dilakukani 

karenai ada hubi ungani atau i meincari hubi ungannyai dengan orang yang i 

 diamati/orang tert i entiu.i  

Pembahasani mengi enai si urvi eilanci e i pada prinsipnya dilakuan dan i 

membi uti uhkani bebi erapai hal demikian:i  

                                                  
36

Departement HANKAM MABES POLRI, Himpinan Juklal Juknis Tentang Proses 

Penyidikan Tindak Pidana,(Jakarta:1982), hlm 34.  
37

 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor hlm  241  

1) Subji eki adalah orang,tempati atau i bendai yang diamati dilingkungan i 

pengawasan. i   

2) Survi eilanci e i adalah penyi elidiki  reis ersi e i yang melak i ukani  

survi eillanci e.i  

3) Contact adalah orang yang dihub i ungi i  subji ect i  

d. Convoy   

Convoy adalah orang yang membant i u i subji eict uint uki mengik i utinyai 

gunai mengawasi i apakah ada orang yang mengawasi i subji ecti .  
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BAB III HASIL PENELITIAN  

  

  

A.  Tugas dan Wewengan Penyelidik Dalam Menagulangi Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana di Wilayah polres Sarolangun.  

Tahap awal yang dilakukan oli eh pi eni egak hi uki um ki

 etika adanya d i ugaan i tindak pidana adalah melak i ukan pi enyi elidikan 

dan pi enyidikan. Bi erdasarkan Pasal i 

1 angka 5 Kitab Undangi -Undang Hi uki um Acara Pidana, diri umi uskan bahwa: i 

"Penyi elidikan adalah s i erangkaian tindakan p i enyi elidik i unti uk mi encari dan i meni 

emi ukan s i uati u i peristiwa yang did i uga s i eibagai tindak pidana g una m i eni enti uikan 

dapat atau i tidaknya dilakukan p i enyidikan m i eni uri ut cara yang diat i ur dalam i 

Undangi -Undang ini". Si edangkan p i engi ertian pi enyidikan t i erdapat pada Pasal 1 i 

angka 2 Kitab Undangi -Undang Hi uki um Acara Pidana yang mi eri umi uskan bahwa: i 

"Penyidikan adalah s i erangkaian tindakan p i enyidik dalam hal dan mi eni uri ut cara i 

yang diatur dalam i Undangi -Undang ini i unti uk mi encari s i erta mi engi umpi ulkan alat i 

bukti yang t i erjadi dan gi una mi eni emi ukan ti ersangkanya". i 

4140
   

Kepolisiani memiliki ti ugas dan fi ungsi si ebagai p i engayom dan si ebagai i 

peni egak h i uki um bagi masyarakat. Ki epolisian mi emiliki pi eranan yang pi enting i 

dalam Negara si ebagai aparat p i eni egak h i uki um i unti uk mi encapai ki eadilaan. Si erta i 

menjaga ki et i ertiban masyarakat. W.J.S. Poi erwadarminta. M i embi erikan arti kata i 

polisi sebagai badan p i emi erintahan yang b i erti ugas mi emi elihara ki eamanan dan i keti 

                                                 
41

 Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan  

Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Hukum, 

Universitas Jambi, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020. 

https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084  
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ertipan i umi um si epi erti mi eni eingkap orang yang m  elanggar i undangi -undang atai ui 

pegawai Ni egara yang b i erti ugas m i enjaga ki eamanani .
4241

.  

  Peni egakan Hi uki um mi eri uipakan s uat i ui  prose s iunti uk mi ewi uji uidkan 

keinginani -keinginan dalam hi uki um agar mi enjadi ki ewaj i iban dan ditaati oleh i 

masyarakat.
39

Fungsi ki epolisian adalah salah sati u i pungsi pi emi erintahan ni egarta i 

dibidang pen i egakan h i uki um, si erta p i eirlind ungan dan p i eilayanan masyarakat. S erta 

i pembimbingan masyarakat dalam ragka t i erjaminya t i ertib dan t i egaknya hi uki um i 

serta ti erbinanya k i et i entraman masyarakat, gi una ti eirw uji uidnya k  eamanan dan i keti 

ertiban masyarakat dalam mi elaksanakan fi ungsi dan p i erannya disi eli uri uh i wilayah 

Ne i gara rep i ublik Indoni esia atai u i yang dianggap sebagai wilayah N i e i gara 

Indonesia   dapat bi erjalan di engan i efi ektifi dan effisii en. Ki epolisian mi empi unyai i 

keki uasaan i eksi eki utif yang b i eirt ui gas meilin dungi Ni e i gara, alat-alat Negara, i demi i 

kelancaran  jalan roda p i emi erintahan, dan rakyatnya, s i ehingga  s i ehingga dapi at 

diketahi ui bahwa  t i ugas polisi yait i u i menjaga  k i eamanan dan k i eti ertiban i umi um, i 

meni egakan h i uki um, dan mi embi erikan pi elayanan s i erta m i engayomi k i epada i 

masyarakat umi um di engan  mi enci urahkan si egala i upaya di emi  ti erciptanya Ni e i gara 

yang aman serta ti erbi ebas dari s i egala ganggi uan tindak ki ejahatan yang dapat i meri 

ugikan masyarakat. i   

  Fungsi ki epolisian adalah salah sat i unya fi ungsi p i emi

 erintahan Ni egara i dibidang pem i eliharaan ki eamanan dan k i eti 

ertiban masyarakat, p i ein egak hi uik um, i peri lindungan, p i engayoman 

dan pi elayanan k i epada masyarakat. Dalam pasal 3 ayat i 

 (1) disebi utkan bahwa p i engi emban fi ungsi k i epolisian adalah ki epolisian Niegara i 
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 Repi ublik Indon iesia yang dibant iu i olehi :  

a. Kepolisian khi usi usi  

b. Penyidik p i egawai n i egi eri sipi in, dan  

c. Bent i uki -benti uk pi engamanan swakarsa. i   

 Dalam pasal 13 undangi -undang nomor 2 tah i un 2002 tientang tiugas pokok i 

 kepolisian niegara riepi ublik indoniesia adalah :i   

a. Memlihara ki eamanan dan k i eti ertiban masyarakat i   

b. Meni egakan hi uki um dani   

c. Membi eri i perlindi ungan, pi engayoman, dan pi

 elayanan ki epada i masyarakat  

Dari hasil wawancara yang telah p i eni ulis i lakukan i di kasatreskrim i polres i 

sarolanguni oleh Akp Ri endi ri eanaldyi , meni unji ukan bahwa tindak pidana i pembi uni 

uhan bi eri encan i a yang terjadi d i i wilayah huk i um polri es sarolangi uin dari tahun 

2020i sampai dengan tah i un 2022 tiap tah i un ji umlah kas i us tini dak pidana pembi uni 

uhan bi eri encana i tersi ebi ut i mengalami k i enaikan. Hal ini dapat t i erlihat dari i data 

yang telah diti emi ukan di latar bi elaki ang.  

Dari tabel t i ersi ebi ut dapat disimpi ulakan bahwa i tugas dan wi eiw enangan i penyi 

elidik i adalah melaksanakan t i ugas langs i ung ki ei  tempat k i ejadian pi erkara i 

penangkapan, i penahanan, i penggi eli edahan, i peinyitaan,  pemi eriksaan i surat, i pemi 

eriksaan sak i si, tersangka dan mi eminta bant i uan ahli. Di alam menangi ulangi i pembi 

uni uhan bi eri encana polri es sarolangi un bi eli um mi emi eni uhi karna i hampir ratarata setii 

ap tahun ti erdapat p i eningkatan ki asus pi embi uni uhan bi eri encana yang t i erjadi i di 

Wilayah Sarolangun. i  

Berdasarkan data tab i el yang t i elah pi eni ulis dapatkan  diatas maka i 

bagaimana  proses p i eranan pi enyidik dan apa k i endala yang dihadapi pi enyidik i 
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dalam proses mi elaki ukan pi enyidikan t i erhadap kasi us pi embi uni uhan yang ti erjadi di 

i wilayah Polres i Sarolangun.i Dari tabel diatas, tindak pidana p i embi uni uhan i meri 

upakan s i uati u i hal yang perli u i mendapatkan i peirhatian serii uis dari aparat p eni egak i 

huki um ti eri utama ki epolisian, kari ena tindak pidana p i embi uni uhan bi eir encana i 

berkaitan d i engan nyawi a sesi eorang, i sehingga p i enangananya hari us di engan mi etodi 

eimetodi e i yang khui sus, ti eri utama dalam m i encari bi uktii -bukti diti empat ki ejadian 

yang i bergi una mi embi uat ti erang si uati u i tindak pidana.  

Dalam Undangi -undang i nomor 2 tahun 2 i 002 teintang k  epolisin ri epi ublik i 

Indonesia pasal 12 ayat (1) h i uri upi a, c, e, g, i dan i, berisi t i entang ki eti enagan dan i 

gambar um i umi tugas dan pi eran polisi dalam ki eis eharianya, baik t i entang k i 

eamanan, i keti ertiban, dan mi elaki ukan pi enyi elidikan, p i enyidikan da i n melindi ungi, 

ki esi elamatan i jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingk i ungan hid i up dari gangi 

uan ki eti ertiban i atau i bencana ti ermas i uk mi embi erikan bant i uan dan p i eirtolongan d 

engan m i enji uji uing tinggi hak asasi manusia. i  

 Meni uri uti pasal 14 ayat (1) Undangi-Uindang kepolisian bierti ugas.i   

  

a. Melaksanakan pi engat i uran, pi enjagaan, p i engawalan dan patroli ti erhadap i 

kegiatan masyar i wakat dan pemi erintah si esi uai ki ebi uti uhan.i  

b. Menyi eli enggarakan s i egala ki egiatan dalam mi einjamin k eamanan, ki eit ertiban,i 

dan kelancaran lali u i lintas di jalan.  

c. Membina i masyarakat unti uk i meningkatkan i partisipasi masyarakat, 

kesadaran h i uki um, si erta masyarakat ti erhadap h i uik um dan p i eirat  uran i peri 

undangi -undanganTi uri ut si eirta dalam p embinaan hi uik um nasionali  

d. Memi elii hara ket i ertiban dan m i enjamin ki eamanan i umi

 um.i   
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e. Melaki ukan koordinasi, pi engawasan, dan p i embinaan ti eknis ti erhadap i 

kepolisian khi usi us, pi enyidik p i e i gawai negri sipin dan b i eint uki -beint uk i 

pengawasan swakarsai .  

f. Melaki ukan pi enyidikan t i erhadap si emi ua tindak pidana s i

 esi uai di engan hi uki um i acara pidana perat i uran pi eri undangi

 -undangan lainya. i   

g. Menyi eli enggarakan i identifikasi i kepolisian, i kedokti eran i

 kepolisian, i laboratorium fori ensik dan psikologi k i epolisian i unti

 uk ki epi entingan i kepolisiani   

h. Melindi ungi k i esi elamatan jiwa raga, harta bi enda masyarakat dan lingk i

 ungan i hidup dari ganggi uani  keti ertiban dan/atai u i beincana t

 ermas i uik m embi eiri pertolongan bant i uan di engan m i enji

 uji ung tinggi hak asasi mani usia.i   

i. Melayani k i epi entingan warga masyi arakat unt i uk si eim

 entara s i eib eli uim ditangani oleh instansi dan/ata i u i pihak 

yang berwi enang.i   

j. Membi erikan pi elayanan k i epada masyarakat si esi uiai d

 engan k i eip entingannya i dalam lingkup t i ugas ki epolisian.i

   

k. Melaksanakan t i ugas s i esi uai di engan pi erat i uri an peri uindangan -uindangan 

kepolisian Ni egara R i epi ublik Ii ndonesia  bi erwi enang. i  

l. Membi eri izin dan mi engawasi k i egiatan k i eramaian i umi um dan k i egiatan i 

masyarakat lainya.  
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m. Menyi elanggarakan ri egistrasi dan id i entitas ki endaraan b i ermotor M i embi 

erikan i surat izin ki endaraan bi ermotori  

n. Meni erima pi embi eritahi uan ti entang ki egiatan politiki   

o. Membi eri izin dan mi elaki ukan pi engawasan si enjata api, bahan pi eli edak, dan i 

senjata tajam i   

p. Membi erikan izin opi erasional dan mi elaki ukan pi engawasan t i erhadap badan i 

usaha dibidang jasa p i engamanan.i  

q. Membi erikan pi eti unji uk, mi endidik, dan mi elatih aparat k i epolisian i khusi us 

dan i peti ugas pi engamanan i swakarsa dalam bidang tehnik ki epolisian.i  

r. Melaki ukan ki erja sama d i engan k i epolisian ni egara lain dalam mi enyidik dani 

membi eratas k i ejahatan inti ernasional. i  

s. Melaki ukan pi engawasan fi ungsional k i epolisian ti erhadap orang asing yang i 

berada diwilayah indon i esia di engan koordinasi instansi ti erkait.i  

t. Mewakili pi emi erintah ri epi ublik indoni esia dalam organisasi ki

 epolisiani  internasional i   

Tindakan lain sebagaimana maksi ud dalam ayat (1) hi uri uf 1 adalah tindakan i 

penyi elidikan dan p i enyidik yang dilak i ukan jika mi emi eni uhi syarat s i ebagai bi eriki 

ut:i  

1) Tidak beri entangan di engan s i uati u i aturan h i uik um.i   

2) Selaras d i engan ki ewai jiban huki um yang m i einghar uskan tindakan ti eirs ebi uit 

dilakukan.i  

3) Harus pat i ut, masi uk akal, dan ti ermasi uk dalam lingk i

 ungan jabatanya i   

4) Pertimbangan yang layak bi erdasarkan ki eadaan yang mi

 emaksai   
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5) Menghrmati hak asasi mani usia.i   

Sesi eorang dit i unji uk si ebagai p i enyidik ol i eh ki

 epolisian ni egara ri eip ulik i indonesia dan dibi eri wi ewi engan khi usi us 

oli eh i uindang -undang maka orang t i ersi ebi uit berhak dan wajib mi elaki

 ukan ti ugas m i enyidik s i esi uati u i kasuis yang dib  erikan i padanya, tu i 

gas penyidik adalah  i mengi ui mpulkan barang b i uikti dan m eni eim

 ukan i serta mi enangkap t i ersangka. i   

 Sedaingkan wewi enang pienyidik t ierdapat dalam pasal 7 K iUi HAP :  

1) Meni erima laporan atai u i pengadi uian dari  s  esi eiorang t

 entang adanya tindak i pidana  

2) Melaki ukan tindakan pi ertamai  pada saat ditempat p i erkarai   

3) Menyi uri uh bi erhi enti si eorang t i ersangka dan m i emi

 eriksa tanda p i engi enal diri i tersangkai   

4) Melaki ukan pi enakapan, p i engi eli edahan dan p i enyitaan. i

   

5) Mengambil sidik jari dan mi emotri et si esi eorangi   

6) Memanggil orang i unti uk didi engar dan dip i eriksa s i ebagi t i

 ersangka ata i u i saksi.  

7) Mendatangkan orang asli yang dip i erli ukan dalam hi ubi ungannya d i engan i 

pemi eriksaan p i erkarai  

8) Mengadakan p i enghi entian pi enyi elidiki   

9) Mengadakan tindakan lain mi eni uri ut hi uki um yang b i ertanggi

 ung jawab i .  

    Dalam menjalakan tiugasya s iebagai p ieni egak hiuki um, tientiunya harius ada i 

saranan atau i fasilitas, sehingga p i eni egakan hi uki uim dapat b  erlangs i uing s

 ecara lancar i dan cepat. Oli eh karna it i u i polisi yang memiki s i umbi
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 er daya man i usia yang ti eramp i il serta sarana yang m i emadai  m i

 enjadi hal i utama dalam m i engi ungkapkan  kas i us atai u i 

peristiwa tindak pidana k i ejahatan pi embi uni uan.i   

B. Peran Satuan Reserse Atau Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana   

Kejahatan Pembuhuhan Berencana Dipolres Sarolangun.  

    Satuan Ri esi ersi e i meri upakan bagian dari ki epolisian ni egara yang sangat i 

penting b i erpi eran aktip dalam mi encari sol i usi masalah ki eis ejati eiraan dan sat uan i resi 

ersi e i memiliki ti ugas dalam mi eni enggi ui langi tindak kejahatan pidana. R i esi ersi ei 

kriminal adalah unsi ur pi elaksanaan i utama Ki epolisian Ri epi ublik Indon i esia pada i 

tingkat  markas besar yang dipimpin  oli eh ki epala bari eskrim yang b i ertangggi ung i 

jawab kepada k i epala ki epolisian Ri epi ublik indoni esia i . Resi ersi e i adalah polisian  

yang berti ugas m i encari informasi rahasia (polisi rahasia). i Tugas satri eskrim yaiti u i 

melaksanakan p i enyi elidikan, p i enyidikan dan p i engawasan p i enyidikan tindak i 

pidana, termas i uk fi ungsi ind i entifikasi si erta pi embinaan, koordinasi dan i 

pengawasan ppns (pi enyidik pi egawai ni egi e i ri sipil).  

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  

Republik Indonesia menyebutkan bahwa:  

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum yang menyeluruh, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memelihara keamanan dalam negeri.  

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana yang 

diatur dalam ayat (1)  

  

     Didalam konsideran i Undangi -Undang Ri epi ublik Indon i esia Nomor 2 Tahi un i 

2002 tentang K i epolisian Ni egara R i epi ublik Indon i esia, pada h i uri uf b, disi ebi utkan i 

bahwa pemi eliharaan i keamai nan dalam negi eri m i elali ui i upaya p i enyi eli enggaraan i 
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fungsi Ki epolisian yang mi elipi uti pi emi eiliharaan k eamanan dan k i eit ertiban i 

masyarakat, pen i egakan hi uki um, pi erlindi uingan, p engayoman, dan p i eilayanan k 

epada i masyarakat dilakukan oli eh Ki epolisiai n Negara Ri epi uiblik Indon esia si eilak u i 

alat negara yang dibant i u i oleh masyarakat di engan mi enji unji ung tinggi hak asasi i 

manusia. Pada h i uri uf c nya dis i ebi utkan bahwa ti eilah t erjadi pi eir ubahan paradigma i 

dalam sistem ki etatani egaraan yang m i eni egaski an peimisahan k eli eimbagaan T entara i 

Nasional Indonesia dan Ki epolisian Ni egara R i epi ublik Indon i eisia s esi uiai d engan i 

peran dan fi ungsi masingi -masing.  

   Di dalam Pasal 2 Undangi -Undang R i epi ublik Indon i esia Nomor 2 Tahi

 un 2002 i tentang Ki epolisian Ni egara R i epi ublik Indon i eisia, dis

 ebi uitkan bahwa f ungsi i Kepolisian adalah salah sat i u i fungsi pi emi erintahan 

ni egara di bidang p i emi eliharaan i keamanan i dan keti ertiban masyarakat, p i eni egakan 

hi uki um, pi erlindi ungan, i pengayoman, dan p i elayanan ki epada mai syarakat. Kemi 

udian pada Pasal 4 i disebi utkan bahwa Ki epolisian Ni egara R i epi ublik Indon i esia bi eirt 

uji uan i unti uik mewi uji udkan ki eamanan dalam n i egi eri yang m i elipi uti ti erpi eiliharanya 

k eamanan dan i keti ertiban masyarakat, ti ertib dan ti egaknya h i uki umi , tersi el i 

enggaranya p i erlindi ungan, i pengayoman, dan p i elayanan k i epada masyarakat, si erta 

ti erbinanya k i eti entraman i masyarakat dengan m i enji unji ung tinggi hak asasi mani 

usia. i  

Tugas dan Kewenangan Kepolisian Proses pidana, polisi memiliki 

kewenangan untuk:   

a. Melakukan penangkapan,  penahanan, penggeledahandan penyitaan  

b. Larangan masuk dan keluar Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau memasuki 

tempat kejadian perkara penyidikan  
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c. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan  

d. Memerihtahkan untuk menghentikan tersangka yang dicurigai dan 

menanyakan identitas  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat pemanggilan orang untuk 

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi  

f. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan 

perkara mengadakan penghentian penyidikan  

g. Mengirimkan berkas perkara kepada JPU  

h. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat imigrasi yang berwenang 

di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan petunjuk dan arahan 

penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil 

penyidikan.  

  

    Di dalam Pasal 5 Undangi -Undang R i epi ublik Indoni esia Nomor 2 Tahi un i 

2002 tentang K i epolisian i Negarai Repi ublik Indoni esia, dis i ebi utkan bahwa Polri i 

meri upakan Alat N i e i gara yang berp i eran dalam mi emi elihi ara keiamanan dan ket i 

ertiban masyarakat, mi eni egakkan h i uki um si erta mi embi erikan pi eirlind ungan, i 

pengayoman, dan p i elayanan k i epada masyarakat dalam rangka t i erpi eliharanya i 

keamanan dalam ni egi eri. Masalah ki eamanan dan ki eti ertiban mi enjadi sangat i 

penting jika s i uati u i negara s i edang sib i uk mi embangi un i unti uk mi encapai k i eis ejahti 

eiraan rakyatnya. Kes i eimbangan dalam masyarakat dapat ti erjadi antara lain kari ena 

i adanya keamanan dan k i eti ertiban. Ki eamanan dan ki et i ertiban m i engandi ung si uati u i 

unsi ur ki eadaan antar pribadii -pribadi dalam masyarakat, yang berjalan s i erba ti erati 

ur i dan keadaan ti ersi ebi ut mi eni uri ut i uki uran/standar yang s i eihar usnya.i  



48  

  

     Arti tertib h i uki um ti erwi uji ud dalam si uati u i peirnyataan-peirnyataan  

pengi uasa atai u i ket i enti uian -keti enti uian huki um di engan si

 uati u i sanksi yang dike inakan terhadap tingkah lak i u i tert i enti u, yang 

lazimnya b i erisikan at i urani -aturan yang i menyatakan normai -

norma yang tidak sah. Dengan d i emikian ciri dari t i ertib hi uki um i itu i antara 

lain: bahwa tertib h i uki um mi eri upakan si uati u i teirtib yang m

 emaksa, d i engan i paksaan terti enti u i beri upa sanksi pi enjara, ki

 uri ungan dan d i enda, sanksi iti u i ditimpakan  kepada i sesi eorang i

 dengan i paksaan  derita, i walaupi uin  yang bersangk i utan tidak 

mi enghi endakinyi a. Dengan t i ertib hi uki um yang dipaksakan dapat i 

mewi uji udkan ki eti ertiban masyarakat. i   

 Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undangi -Undang Nomor 8 Tah i un 1981 tientang i 

Huki um Acara Pidana (K i Ui HAP), disebi utkan bahwa Pi enyidik adalah pi

 ejabat Polisi i Negara R i epi ublik Indon i esia dan Pi ejabat Pi egawai Ni egi eiri Sipil t 

erti ent i u i yang dibeiri wewi enang kh i usi us oli eh i Undangi -Undang. PPNS si ebagai p i 

engi emban fi ungsi i Kepolisian si esi uai di engan p i erati uran pi eri undangi -uindangan yang 

m enjadi dasar i huki umnya masingi -masing diatur dalam Pasal 3 (1) i Undangi -

Undang Nomor 2 i Tahun 2002 ti entang Ki epolii sian Negara Ri epi ublik Indoni esia.i  

      Hasil wawancara dengan bapak i Eri ki urniawan, P i eran yang dilak iukan i 

kepolisian ri esot sarolangi un, bi erdasarkan kas i us pi embi uni uhan, si esi uai pasal pasal 2 

i Undangi -Undang  nomor 2 tah i un 2002 T i entang k i epolisian, mi enyi ebi utkan bahwa i 

salah satu i pungsi ki epolisian adalah pi emi eliharaan ki eamanan, k i eti ertiban, i peni 

egakan hi uki um, pi erlindi ungan, p i engayoman,i dan peilayanan ma  syarakat. Tugas i 

kepolisian salah sati unya mi embi uat ti erang si uati u i tindak pidana  contohnya kasus i 
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pembi uni uhan bi eri encana di engan rangkaian tindakan p i enyi elidik, pi enyidikan. Pi 

eran i kepolisi dalam pi eni egakan h i uki um ti erhadap kasi us pi eimb uni uhan i beri eincana 

meri upakan bagian dari pi eri enan ki epolisian si ebagai aparat pi eni egak hi uki um i 

terhadap p i embi uni uhan di engan m i elaki ukan bi erbagai strat i egis dan knstri uktif 

dalam i melaksanakan p i erlindi ungan h i uki um si esi uai di engan hak i atau i tugas dan i 

wewi enangnya dalam rangka m i ewi uji udkan ki eamanan dan ki eti ertiban masyarakat, i 

tertib dan bi erdirinya h i uki um di engan adil. i 

4342
   

  Peran p i enyi elidik ki epolisian dalam mi enaggi ulangi p i embi uni uhan bi eri 

encana i sangat lah dibuti uhkan ti eri utama di bagian kai sat reskrim, di engan cara m i 

elaki ukan i penyi elidikan dan p i enyidikan tindak pidana si esi uai ki eit enti uian dan pasal -

pasal yang berlak i u.i 

41
Polsek Sarolangi un dalam i upaya p i enanggi ulangn tindak 

pidana i pembi uni uhan bi eri encana, i melaksanakan p i eran i utamai nya yaitu i melaki ukan 

i penyi elidikan dan p i enyidikan. Pi enyidik s i esi egi era m i ukin mi enanggapi si etiap 

adnya i laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana p i embi uni uhan di 

engan i melaki ukan pi enyilidikan, kari ena laporan ti ersi ebi ut hari uis diduik ung oli eh bi 

uktii -buikti yang kuat i unti uk mi eni enti ukan apakah ti ermasi uik s ebagai tindak pidana 

atai u i bukan.i Kejahatan ti erhadap nyawa dalam Kitab i Undangi -Undang Hi uki um 

Pidanai dapat dibedakan ata i u i dikelompokkan atas 2 dasar, yait i u i (1) Atas dasar uins 

ur ki esalahan i (2) Atas dasar objeknya. T i erhadap atas dasar k i esalahan dibagi lagi 

mi enjadi 2 i kelompok ki ejahatan t i erhadap nyawa yaiti u i (1) kejahatan t i erhadap i 

nyawa yang dilakukan d i engan s i engaja (i Doluis Misdrijvein) (2) Kejahatan ti erhadap 

ni yawa yang dilakukan kar i ena ki elalaian (i Cuilposei Misdrijvein).  
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    Dari hasil wawancara yang telah p i eni ulis  laki ukan di kasatri

 eskrim i polres sarolangi uni oleh Apk ri endi ri eanaldi i , Tuij uan pokok 

tindakan pi enyidikan i unti uk mi eni emi ukan ki eib enaran i dan meni egakan ki

 eadilan, b i ukan mi encarii -cari kesalahan s i esi eorang. i

 Dengan d i emikian, si esi eorang pi enyidik dit i unti ut i unti uik b

 eki eirja secara obyi ektif, tidak si ewi enangi -wenangi , senantiasa 

bi erada dalam koridor i penghormatan ti erhadap Hak Asasi M i anusia. i 

44
  

C. Kendala Yang Dihadapi Polres Sarolangun Menanggulangi Tindak Pidana 

Kejahatan Pembunuhan Berencana  

   Salah satu i tindak pidana adalah pemb i uni uhan mi eri upakan s i uat i u i perbi uiatan 

yang mengakibatkan i hilangnya nyawa ses i eorang. Di engan kata lai in pembi uni uhan i 

adalah suat i u i perbi uatan mi elawan h i uki um di engan cara mi erampas hak hidi up orang 

i lain sebagai Hak Asasi Mani usia.i  

 Dari hasil wawancara yang telah i peni ulis i lakukan i di kasatreskrim i polres i 

sarolanguni oleh i iptu i cindo kottama,  beb i eirapa k endala   yang   dit i emi ui   P i 

enyidik   i Satreskrim Ki epolisiani Resor   polr i es sarolangi uin dalam pros es Int i 

erogasi t i erhadap i penyidikan tindak pidana p i embi uni uhan b i eri encana, yait i ui :  

1. Keti erangan  t i ersangka  si elali u  i berbi eliti -beilit   dan bahkan  terk i esan  b i eri 

uibah ubah; i   

2. Tersangka si ering  bi erbohong  dalam  m i embi erikan  ki eti 

erangan; i   

3. Tersangka  tidak  mai u  i mau i menjawab  p i ertanyaan  Pi enyidik  dan  bahkan  i 

tersangka  tidak  ma i u  i mengaki ui  apa  yang  t i elah dilaki ukannyi a;  
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4. Bahasa yang kurang dik i uasai ol i eh P i enyidik (ki etika si ti ersangka hanya bisa i 

menggi unakan   bahasa   dai erahnya);   i  

5. Olah   Tempat   Ki ejadian   Pi erkara   (Crimi e   i Scen i e i Processing), jika  di  i 

Tempat  K i ejadian  Pi erkara  dalam  kondisi  yangi  sudah  diri ubah  atai u  i 

tidak lagi  dalam  keadaan  s i emi ula  si ebi el i um  ti erjadinya  tindak  pidana,  

maka  i akan  menyi ulitkan pi enyidik  dalam  mi encari  barang  bi ukti  atai upi un  

motif  i pembi uni uhan,  kari ena  kondisi  yang  ada ki emi uingkinan  s udah  tidak  

si eip erti  i saat  ditinggalkan  oleh  tarsangka;  i  

6. Kesi ulitan  dalam pi encarian jika ti ersangka mi elarikan diri dan biasanya ki e i 

kota atau i daerah lain bahkan N i egara lain,  maka  akan    m i enyi ulitkan  i 

Penyidik,  apalagi  jika  t i ersangkai  meri ubah  atai u  i mengganti id i entitas i 

dirinya dengan p i enyamaran dan id i entitas diri palsi u. i  

Satreskrim Ki epolisian Ri esor sarolangi un dalam mi elaki ukan ki egiatan i penyi 

elidikan dan  p i enyidikan,  si etiap  P i enyidik Satri eskrim Ki epolisian Ri esor  i 

sarolangun  dilarang m i elaki ukan   intimidasi,   ancaman,   siksaan   fisik,   psikis   i 

unti uk   i mendapatkani   informasi, ket i erangan  atai u  i pengaki uian.  K emi udian  hal  i 

yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  pros i es inti erogasi,  Pi enyidik i 

Satreskrim Ki epolisian Ri esor  sarolangi un hari us  mi enggi unakan taktik  dan  ti eknik  

i tert i enti u  i unti uk  dapat  mi enggali  k i eti erangan  dari  ti ersangka.  Bi ukan  hal  yang i 

mustahil  bahwa  dalam  pros i es  p i emi eriksaan  t i ersangka,  P i enyidik  yang i berti 

ugas  k i urang  dapat mi endalami atai u i meimahami tingkah lak  u i atau i kepribadian i 

dari tersangka it i u i sendiri, si ehingga P i enyidik  t i enti u  i akan  mengalami  ki eis uilitan  

unti uk  mi endapatkan  k i eti erangan  yang  dipi erli ukan dan ti enti u i keadaani sepi erti ini i 

yang dapat menghambat ki elancaran p i emi eriksaan. i  
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Polisi sebagai l i embaga pi eni egak h i ui kum i yang dibent i uk i unti uk i 

melaksanakan t i ugas dan fi ungsi i unti uk mi emi elihara k i eamanan dan k i eti ertiban i 

masyarakat. Salah satu i tugasnya adalah b i erpi eran dalam p i eni egakan hi uki um i 

terhadap pi emb i uni uhan bi eri eincana. T  erkait di eingan p embi uni uhan bi eir encana maka i 

kepolisian mi ealk i ukan bi erbaggai i upayai peni egakan hi uikum i unti uk mi engi ungkap i 

kasus pi embi uni uhan bi eri encan, s i ebagai i wuji ud dai ri peranan k i epolisian. i  

Dalam setiap mi elaki ukan pi enyidikan pada tindak pidana pi embi uni uhan i beri 

encana s i eorang p i enyidik tidak mi eni uti up ki eim ungkinan i unti uk mi eingalami kesi 

ulitan atai u i kendala yang dialami dalam prosi es pi enyidikant i ersi ebi ut. i Adapuin 

kendalai -kendala yang dihadapi ol i eh bi eriki ut dalam i uipaya m  eni eint ukan siapa i 

pelaki u i pada tindak pidana pemb i uni uhan bi eri encana adalah s i ebagai i beriki ut i :   

1. Minimnya Saksi Karena minimnya saksi m i embi uat pi enyidik k i esi ulitan dalam i 

meni enti ukan pi elaki u i utama pada tindak ki ejahatan pi eimb uni uhan bi eri eincana. 

Saksi di tempat k i ejadian atai u i saksi yang ada hubi ungannya d i engan korban 

sangat i berpi engari uh pada prosi es pi enyidikan agar dapat dilaki ukan di engan bi 

enar. Salah i satu i yang menji adi faktor minimnya saksi karena saksi yang tidak 

biasa i bersosialisasi atai u i berkomi unikasi di engan orang lain yang mi emb i uat pi 

enyidik i kesi ulitan dalam mi engori ek informasi ti erkaith i ubi ungan di engan 

korban. i  

2. Tidak Ditemi ukannya Id i entitas Korban Padi a pembi uni uhan bi eri encana, i keti 

erangan id i entitas korban sangat dib i uti uhkan dalam mi engi ungkap jati diri dari i 

si korban. Pelak i u i tindak kejahatan p i embi uni uhan bi eri encana mi elaki ukan i pembi 

uni uhan ti ersi ebi uit s udah diri eincakan t e irlebih dahi uli u i dengan salah sat i uinya 

memikirkan cara i unti uk mi enghilangkan id i entitas korban. i  
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3. Peri ubahan Ki easlian TKP (Ti empat Ki ejadian Pi erkara) 

Pada saat tim pi enyidik i datang ke i lokasi atau i tempat ki ejadian p i

 erkara, kondisi ti empat ki ejadian t i ersi ebi uit sudai h 

beri ubah, mi engalami k i eri usakan dan tidak asli lagi. Hals i epi erti ini 

bisa i terjadi kari ena faktor alam, h i ewan atai upi un mani usia 

yang m i enyi ebabkan tim i penyidik k i esi ulitan mi encari j i

 ejak pi eimb uni uihan, barang b  ukti dan fakta i sebi enarnya. Pi elaki

 u i meri usak ki easlian ti empat pi erkara s i upaya p i

 enyidik tidak i dapat menangkap ata i u i membi eri sanski pidana ki

 epada p i elaki u i tindak  

 kejahatanpiembiuni uhan bieri encana tiersi ebi ut. i   

4. Kurangnya P i engalaman Pi enyidik Tidak mi eni uti uip k em i uingkinan faktor i 

nternal i sepi erti ini dapat mi enghambat pros i es pi enyidikan bi erlangsi ung. Hal ini 

dapat i diartikan bahwa kurangnya tingkat k i eti elitian salah sat i u i peti ugas p i 

enyidik dalam i mengamati tandai -tanda dari benda,i jejak mai upi un barang bi ukti 

di i Tempat i kejadian pi erkara (TKP) i dan kurangnya prof i esionalismi e i peti uigas p 

enyidik i dalam menjalankan prosi es pi enanganan i Tempat ki ejadian pi erkara i 

sehingga i hasil-hasil yang sehar i usnya dipi eroli eh pi eti ugas pi enyidik i unti uk mi 

elaki ukan i pengi ungkapan di i Temi pat perkara i menjadi tidak maksimal.i  

Sebagai pihak yang b i ertanggi ung jawab t i erhadap ki eamanan masyarakat i 

sudah si ehari usnya pihak ki epolisian mi ewi uji udkan rasa aman t i ersi ebi ut. Dalam hal i 

mengi ungkap i kan dan menanngi ulangii tindak pidana pemb i uni uiha n beri encann i 

diperli ukan ki erja ki eras dari pihak ki epolisian i uint uk mi eingid entifikasi korban agar i 
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meni emi ukan siaapa yang mi enjadi i otak pelaki u i teirs e ibut dan si egi era i unti uk i menghi 

uki um para p i elaki u i peimb uni uihan b  eri encani a tersi ebi ut.i   

Dari hasil wawancara yang telah i peni ulis i  lakuikan  di 

kasat reskrim i polres i sarolangun i , Pemasalahan dalam p i eni elitian ini adalah 

bagaimanakah p i eran i kepolisian dalam p i eni egakkan h i uki um ti erhadap pi

 elaki u i tindak pidana pemb i uni uhan i beri encana apakah mi enjadi ki

 endala ki epolisian dalam mi elai ksanakan pein egakan i huki um ti

 erhadi ap pelaki u i tindak pidanaa pembi uni uhaan bi eri encanai

 .  

Kendala yang di hadapi i , Meni uri ut hasil wawancara d i engan bapak i eriki 

uniwana,i Dan bapak sekji en si eptian papahan i Apabila Tempat Ki ejadiannya i jauh mi 

enjadi si uati u i hambatan bagi pihak penyidik i unti uk mi elaki ukan pi enyidikan i karna 

transportasi yang kurang mi emadai, p i elaki u i tidak terb i uka dan saksi i -saksi tidak 

kooperatifi sehingga pihak pi enyi elidik ki eis ulitan dalam mi engi unggakapkan i kasus pi 

embi uni uhan i beri encana diwilayah sarolangi un.i  

Meni uri ut hasil wawancara di engan bapak i eriki uiniwana,  

Dan bapak seikj en i septian papahan i ,  kendala pi enyi elidik dalam mi

 enaggi ulangi tindak pidana i kejahatan pi embi uui han bi eri encai na 

di sarolangun. i   

1) Kendala i Faktor pergai ulan atai u i teknologi yait i u i Perki embangan i 

teknologi dianggap i memiliki pi engari uh ti erhadap pi erki embangan i sesi 

eorang s i ebab pi erki embangan t i eknologi yang sangat p i esat dan tidak i 

terbatas m i eri upakan hal yan i g sangat dige i mari dan bahkan dipuja oli eh 

i banyak orang. Perk i embangan t i eknologi s i ebi enarnya s i epi erti di ua sisi i 
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mata uang, disat i u i sisi perki embangan t i eknologi sangat b i ermanfaat 

dan i memiliki dampak positif dalam pi erki embangan ilm i u i pengi etahi uai 

n, akan tetapi disisi lain pi erki embangan t i eknologi yang sangat p i esat 

dan i tidak dibarengi i dengan p i engawasan akan mi embi eri dampak n i 

egatif i bagi perki embangan psikologis si esi eorang.i  

2) Kendala i Faktor pendidikan, yait i u i Rendahya tingkat pi endidikan ji uga i 

termasi uk salah sat i u i faktor yang menyi ebabkan si esi eorang d i engan i 

mudah dapat mi elaki ukan pi embi uni uihan b eri eincana. Tingkat p endidikan 

i sangat potensial m i emb i enti uk pribadi s i esi eorang i unti uk hid i up s i ecara i 

lebih bi ertanggi ung jawab. Bila i usi aha pendidikan dalam k i eli uarga 

gagal, i maka orang ters i ebi ut i cendi eri uing akan melaki ukan ki enakalan, 

yang i dapat terjadi di lingk i ungan ki eli uarga mai upi un dilingki ungan 

masyarakat i tempat bi ergai ul.i  

3) Faktor lingkungan i masyarakat, yaitu i faktor lingkungan dimana hi uki 

um i tersi ebi ut diti erapkan. Contohnya, masyarakat tidak mi engi etahi ui 

akan i adanya upayai -upaya i huki um i unti uki melindi uingi  kepi eintingan kepi 

entingannya; tidak bi erdaya i unti uk mi emanfaatkan i upayai -upaya i huki 

um kari ena ti erki endala fai ktor keui angan, p i isikis, sosial atau i politik, 

dan lain sebagainya. i  

4) Kurangnya k i esadaran masyarakat i unti uk mi elaporka s i uat i u i tindak 

kriminal atau i kejahatan, yait i u i masyarakat yang tidak terlali u i mengi erti 

i akan huki um, i undangi -undang atai u i peira turan yang lainya, mi eskipi un i 

meri eka mi engi erti akan pi eni egak hi uki um, masyarakat masih banyak i 

yang bingung har i us mi elapor ki emana, dan apa yang hari us dilaki ukan, i 
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kebanyakan masyarakat hanya diam ata i u i meni uti upi si uati u i 

kejadian i yang seb i enarnyi a terjadi dilingk i ungan mi eri eka dari pi enyi 

elidik i kepolisian ki urangnya k i esadaran ini lah yaang m i enyi ebabkan i 

 terkiendalanya t ieri ungkap s iuati u i kasus, miein uji u i titik terang. i

454644
  

 Kendala yang dihadapi dalam pros ies miengiungkapkan kas ius piembiuni uhan i 

beri encana yait i u i apabila ditempat ki ejadian pi erkara i tempat ki ejadian pi erkara i 

(TKP) yang letaknya sangat ja i uh, trasportasi yang k i urang mi emadai, si erta pi elaki u i 

yang tidak terb i uka atai u i mengaki ui ki esalahan dan saksi yang tidak koopi eratifi .
4745 

 

Hasil dari wawancara dengan bapak i Akp Rendi Ri eanaldyi , keti ua bagian i 

reskrim.i kendalai sarana atau i fasilitas yaitu i Tanpa adanya sarana atau i fasilitas terti 

enti u, maka tidak m i ungkin pi eni egakan h i uki um akan b i erlangs i uing d  engan lancar. i 

Sarana atau i fasilitas tersi ebi ut, antara lain, mi encaki up ti enaga mani usia yang i berpi 

endidikan dan t i erampil, organisasi yang baik, p i eralatan yang mi emadai, i keui angan 

yang ci uki up dan s i eti eir usnya.i 

48
 Kalau i hal-hal itu i tidak teirp eni uihi, maka mustahil pi 

eni egakan h i uki um akan mi encapai t i uji uannya. Agar masalah t i ersi eib ut i dapat di 

pahami dengan mi udah, akan disajikan s i uati u i contoh yang tidak ada, diadakan 

yang baru, yang r i usak atai u i salah, diperbaiki atai u i dibeti ulkan, yang i kurang, 

ditambah, sartai yang macet dilancarkan i Sebi enarnya i kendalai yang paling menjadi 

masalah ti erjadinya k i ejahatan ti ersi ebi ut adalah faktor p i endidikan dimana i 

kurangnya p i endidikaan yang dimiliki pi elaki u i tindak pidan juga m i enjadi salah sati 

u i faktor pend i uki ung pi elai ku i dalam melaki ukan ki ejahatan. Ki urangnya pi eindidikan 
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yang dimiliki pelak i u i membi uat pi elaki u i menjadi tidak bi eirfikir t erli ebih dahi uli u i 

akan akibatt dari tindakaannya kem i udian. i Terjadinya p i embi uni uhan ji uga tidai k terli 

epi as dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap p i elaki u i maupi un ti erhadap 

korban i pemb i uni uhan si ehingga tidak mi embi eiri p eli uiang  unti uk bi erki eimbangnya k 

ejahatan i 

ini.   

D. Upaya Yang Dilakukan Polres sarolangun Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana   

Pada hakikatnya setiap warga n i egara wajib i unti uk mi enji unji ung dan i 

memati uhi hi uki um. Nam i un dalam k i enyataan s i eharii -hari, kelalaian ata i u i keitidak 

patuhan ti erhadap h i uki um tidak dapat dihindari. Si elali u i saja ada warga negara yang 

i lalai atau i sengaja tidak mi elaksanakan k i ewajibannya s i ehingga mi eri ui gikan 

masyarakat. Kelalaian atai u i sengaja tidak m i elaksanakan k i ewajiban ti ersi ebi ut dapat 

i disebi ut mi elanggar hi uki um, kari eina k ewajiban ti eirs eb i ut ti elah diti eint ukan i 

berdasarkan h i uki um.i  

 Dalam  Kitab  Undangi-Undang i Huki um i Pidana,  tindak  pidana  

pembi uni uhan mi eri upakan ki eijahatan m  enghilangkan nyawa si eis eorang, dimana hak 

i hidup mi eri upakan hak asasi mani usia yang har i us dihargai dan dilindi ungi. Oli eh i 

karena iti u i huki um si esi uai fi ungsi inya amat melindiungi hak dasar mani usia ti ersi ebi uit, 

bahkan pemb i uni uhan yang dir i encanakan t i erli eibih dah uli ui  dapat dikenakan sanksi i 

maksimum hi uki uman mati.i  

1. Upaya i yang dilakukan ol i eh Ki epolisian Ri esor sarolangi un 

dalam i 

menanggi ulangi tindak pii dana kejahatan p i embi uni uihan b eri eincana yang t 

erjadi i diwilayah sarolangun antara lain d i engan dilaki ukan sosialisasi ki epada 



58  

  

i masyarakat. Tentang  dampak p i enganiyaan dan p i embi uhi uan baik i 

penganiyaan b i erat mai u i pun ringan dan p i embi uni uhan i disengai ja ataupi uin 

tidak dan dilakukan pi enci egahan si erta  p i eringatan ki epada masyarakat ti 

erhadap i acaman dan sanksi pidana penganiayaan sampai d i engan p i embi uhi 

uhan  yang i menyi ebabkan si es i eorang m i eninggal di unia.i  

2. Upaya yang dilak i ukan Ki epolisian ri esoti saroalangu in dalam m eni enggi ulangi 

i tidak pidana pemb i uni uhan bi eri encana yaiti u i melaki ukan pi enyidikan ti erhadap 

i tersangka tindak pidana ki ejahatan p i embi uni uhan bi eir encana. Ki eipolisian r 

esot i sarolangun m i engoktimalkan kini erja dan fi ungsi dari Ri eskim iti u i sendiri 

i dengan m i elaki ukan pi enyidikan ti ehadap p i elaki u i tindak pidana pembi uin uhan i 

beri encana. i   

3. Upaya tindakan p i enci egahan agar tidak ti erjadinya pi elangaran normai -norma 

yang berlak i u i dengan m i engi ui sahakan su ipaya  niat dan kesi empatan tii dak berti 

emi u i sehingga sit i uasi ti etap ti erpi elihara aman dan ti erki endali. Mi enangani i 

penyi ebab ti erjadinya k i ejahatan. i Upaya P i einc egahan ji uiga dapat dilak  ukan i 

dengan m i enjaga diri s i endiri agar jangan sampai mi enjadi korban kriminal.i  

4. Upaya  yang i dilakukan oli eh ki epolisian ri esot sarolangi uin  unti uik k eamanan i 

dan kenyamanan dalam ki ehid i upan masyarakat di sarolanggi un  yait i u i 

dengan i peningkatan kini erja ki epoilisian di engan sisti em i eival uasi yang diti 

eirapkan ol  eh i kepolisian ri esot sarolangi un si epi erti mi eningkatkan dan mi 

engotimalkan fi ungsi i dan peran ki epolisian yaiti u i dengan mi elaki ukan patroli 

pada dai erahi -daerah i terti enti u i yang rawan kejahatan, kh i usi usnya yang si ering 

ti erjadinya kriminal i kejahatan.i   
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5. Upaya K i epolisian dalam mi enai ngani tindak pidana kejahatan pi embi uni uhan i 

beri encana yang t i erjadi di wilayah sarolangi un i dengan mi elaksanakan pi eran i 

utamannya yait i u i melaki ukan p i enyi elidikan dan p i enyidikan. P i enyidik i sesi egi 

eram i ukin mi enanggapi si etiap adanya laporan dari ang i gota masyarakat 

tentang adanya tindak pidana k i ejahatan pi embi uni uhan dan d i engan mi elaki 

ukan i penyidikan, si erta dipi erki uat di engan bi uktii -bukti i uint uk mi eni enti uikan 

apakah termas i uk si ebagai tindakan pidana k i ejahatan atai u i bukan. Ti uji uan 

tindakani penyidikan adalah i unti uk mi eni emi ukan ki ebi enaran dan mi eni 

eigakkan k  eadilan. i Dengan di emikian, si esi eorang pi enyidik diti unti ut i uint uk bi 

eki erja s i eicara obyektif, b i ersikap tidak s i ewi enangi -wenang dan si einang tiasa b 

erlaki ui  seadili adinya.   

Analisis meni uri ut pi eni ulis dari p i eirmasalahan skripsi ini k urang p i ein egak i 

huki um yang ti egas s i ehingga masih banyak ti erjadinya p i embi uni uhan bi eri encana di i 

sarolangun yang dapat  mi enghilangkan nyawa orang lain har i usnya ini pi erli u i unti 

uk i di perhatikai n lebih si erii us, ada b i ebi erapa ki endala yang mi ein uri ut pi eni uilis ini keli 

engkapan dalam m i elaki ukan pi enyidikan baik s i ecara transportasi, karna jika it i u i 

alasannya dan kasus yang t i erjadi adalah i permbi uni uhan bi eri encana i akan sangat 

tidak masuk aki al jika kasus tidak di tangani t i erli ebih dahi uli u. i  

 Masyarakat terdiri dari ki umpi ulan individi u i maupi un ki elompok yang i 

mempi unyai latar b i elakang s i erta k i epi entingan yang b i erbi edai -beda, si eihingga 

dalam melaki ukan i prosesi interaksi si ering ti erji adi benti uran ki epi entingan yang 

dapat i menimbi ulkan konflik diantara pihak i -pihak yang bert i entangan t i ersi ebi ut. 

Dalam i kehidi upan bi ermasyarakat, tidak li epas dari kaidah hi uki um yang mi engati ur i 

masyarakat itu. Kaidah hi uki um iti u i berlaki u i unti uk si eli uri uh masyarakat. Apabila i 
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dalam kehidi upan mi eri eka mi elanggar kaidah h i uki um iti u, baik yang b i eri upa i 

kejahatan mai upi un pi elanggaran, maka akan diki enakan sanksi yang disi ebi ut 

pidana.i   

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan   

1. Tugas dari ki epolisian yaiti u i pemi eliharaan ki eiamanan, k et i eirtiban, p eni eigakan huki 

um, pi erlind i ungan, p i engayoman,dan p i eilayanan masyarakat  . Peinyidik  juga i 

memiliki wi ewi engan  yaiti u i segi era m i ukin mi enanggapi si etiap adi anya laporan dari 

masyarakat tentang adanya tindakan pidana i pembi uni uhan di engan m i elaki ukan i 

penyilidikan, kar i ena laporan t i ersi ebi ut hari us didi uki ung oli eh bi uktii -bukti yang ki uiat 

unti uk mi en i enti ukan apakah ti ermasi uk si ebagai tindak pidana ata i u i bukan.i Dalam   

peni erapan   taktik dan   t i eknik   int i erogi asi   pada   penyidikan tindak   pidana i 

pembi uni uhan  bi eri encai na oleh Pi enyidik  Satri eskrim  Polri es  Sarolangi un, i meri 

upakan bi enti uk dari  pi elayanan  ki eipada  masyarakat  yang  s  elali ui  bersikap  i 

transparan,  profesional, proc i edi ural  gi una  mi ewi uji udkan  ki eadilan  bagi  

asyarakat,  i baik  sebagai  ti ersangka,  korban  dan bahkan  s i ebagai  saksi  dan  atai 

u  i sebagai  i pelapor. S i elanji utnya P i enyidik  Satr i eskrim  Polr i es Sarolangi un dalam  

pi enindakan  i dan  penanganan  kas i us  tindak  pidai na  agar  berp i egang t i egi uh   

pada   asas   i profesionalismi e   i serta   l i ebih   m i eningkatkan   wawasan   dan   k i 

emampi uan pada i penyidikan tindak  pidana  pi embi uni uhan  bi eri eincana tanpa  har us  

mi eilanggar  hak  hak  asasi manusia dan m i enciptakan i keadilan s i esi uai harapan 

masyarakati  

2. Kendalai -kendala i yang ditemi uii P enyidik Satr i eskrim Polri es Sarolangi un dalam i 

penyidikan tindak pidana pi emb i uni uhan bi eri encana, yait i ui :    
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a.  Keti erangan t i ersangka s i elali u i berbi e ilit-beilit dan bahkan t  erki esan i beri ubahi -

uibah;   b. Saksi tidak koopertif i  

c. Hilangnya barang buktii   

d. Kurangnya fasilitas dalam mi elaki ukan olah tkp atai u i tempat pi erkara k i ejadian i 

yang jauh . i  

B. Saran  

1. Tugas p i enyi elidik dalam mi enanggi ulangi tindak pidana pi eimb uni uihan dan  Perani an 

yang dilakukan k i epolisian ri esot sarolangi un, bi erdasarkan kasi uis p embi uin uhan, i sesi 

uai pasal pasal 2 i Undangi -Undang nomor 2 tah i un 2002 Ti entang ki epolisian, i menyi 

ebi utkan bahwa salah sati u i pungsi ki e i polisian adalah pemi eliharaan ki eamanan, i keti 

ertiban,i peni egakan hi uki um, pi erlindi ungan, pi engayoman, i dan pelayanan i 

masyarakat. Tidak berjalan d i engan s i em i estinya i Sebaiknya i kepolisian sai rolangun i 

khusi usnya bagian r i eskrim atai u i penyi elidiki , peni egak h i uki uim diharapkan kritis 

dan teliti dalam mi eni ghadapi permasalahan masyarakat dan j i uga t i egas dalam mi 

enindak i lanjuti bi ermacam ki ejai hatan yang ada dimasyarakat, dapat berk i erja sama 

li ebih i baik lagi dengan masyarakat i .  

2. Sebaiknya Fasilitas dan sarana i unti uk tim pi enyi elidik hari uis dil engkapi i uint uk i 

mencapai t i uji uan di engan baik dan lancar karna jika ki ejahatan p i embi uni uhan i beri 

encana ti eri us tidak di tindak ti egas akan sangat bi eirbahaya  unti uik k eamanan i 

masyarakat sarolangun. i Demi mi eni ingkatkan keamana i n dan kenyamanan i 

diwilayah lingkungan masyarakat sarolangi uni Agar masyarakat bisa hidup di engan 

i damai dan ruki uni   



 

DAFTAR PUSTAKA  

A. Buku  

Christine. S. T.kansil,i ”pokok-pokok huikuim pidana, pradya paramita” 

Jakarta, 2004.  

Departi em i enti HANKAM MABES i POLRI, himpinan juklali juknisi teintang 

proseis peinyidikan tindak pidana, (Jakarta:1982).  

Djoko prakosa & Nurwachidi ” stuidi teintang peindapat-peindapat 

meingeinai eifeiktivitas pidana mati diindoneisia deiwasa ini” 

Gghlmia indonsia,Jakarta, 1984.  

D.PM. Sitompuli ,”huikuim keipolisian Indoneisia suiatui buinga rampai transito”, 

bandung, 1995.i   

Fajar Ari sudawo i , “peinology dan teiori peimidanaan”, Pt Djava sinar perkasa, i 

jawa tengah,ci etakan pi ertama, Tahi un 2022, hlm 23.i  

Harmien hadiati ko i eswaja” i huikuim dan masalah meidik”. air 

langga univi ersii tas pres, Si urabaya,1984. i   

Ishaq, “Meitodei Peineilitian Huikuim”, cetak pi ertama, band i ung, tahi un 2016, i 

hlm 70.  

Kepi uti usani KAPOLRI,Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, i Tanggal 1 Julii 1985 

teintang struiktu ir Organisasi Polri  

 Ledi en i Marpaung, i S.H.“tindak  pidana  teirhadapnyawa  dan  tuibuih  

(peimbeirantasan danPreiveinsinya)”, sinar grafika, jakarta, 2005.  

Mangai Natarajan,Keijahatan Dan Peingadilan Inteirnasional, Nusai  Media, 

i Bandung, 2015.i   

Mustafai Abdullahi & Rubi eni Achmad, Intisari Huikuim Pidana diku itip dari E.i 

Utri echt,i Jakarta: Ghalia Indonesiai 1965, Hlm 9  

MSHT Puli ungan i Peingeirtian Keipolisian Meinuiruit Uindang-Uindang Vol, 27 

2015.  

N Kumalasarii  Tuigas dan peiranan satuian reiseirsei kriminal dalam 

meinguingkap tindak pidana peimbuinuihan  

 Nurholidah, i Sahuri i Lasmadi,  Yulia i Monita”  Problematika i didalam  

penyidikan p i erkara tindak pidana kor i upsii ” PAMPAS: Jou irnal Of 

Criminal,Vol 2, No 3, tahun i 2021.  

 R.Soesilo, Kitab i Undani-Undang Hiuki um Pidana, Politiea Bogori    



 

  

  

Pro f. Dr. Irwansyah, S.H,.M.H.”Peineilitian Huikuim pilihan Meitodei dan 

Praktik Partikeil”, ahsan yun i ui s, cetak pi ertamai  Yogyakarta, 

mirra buana m i edia, tahi un 2020.i   

R.SUi GIHARTO, S.H,. M.H.”Sisteim Peiradilan pidana di Beibeirapa neigara.“ 

Unissi ula pri esi s, semarangi , tahun 2012, hlm 3.i  

 Soerjono soiekanto i,” Teiori peiranan, Aksara, Jakarta, tahun 2022. i   

Soerjono soi ekantoi , factor-faktor yang meimpeingaruihi peineigakan, Jakarta, 

Raja Grafindo persda, 2002.i  

Soerjono soi ekanto i , Huikuim Acara pidana, Badan pen i eirb it Univi

 ersitas i diponegoro, S i emarang, 2006. i   

Sitevi en P. Lab, i Peinceigahan Keijahatan Peindeikatan Peineirapan Praktik dan 

Eivaluiasi, Anderson pi ubi lishing, Jakarta, 2013.  

 Siti soetami, Piengantari Tata Huikuim Indoneisia 2001 bandung.i   

Sudaryono dan i Natansa Subakti,” Bi uki u i pegangan k i uliah hi uki um 

pidana “, i Surakarta, i Fakultas i huki um i Univi eri sitas 

 Muhammadiyah i Surakarta.i   

B. Jurnal  

Aprilia, S. S., Sirei gar, E. ., & M i unandar, T. I. (2023). P i erlindi ungan 

Hi uki um i Terhadap Hak Ti ersangka M i elali uii 

Upaya Prap i eradilan. i  PAMPAS:  

 Journal i of  Criminal  Law, 4(1),  16-32.  

https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097  

Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayi ui di, A. A. (2021). Batas Waktu i 

Pelaksanaan Pidai na Mati dalam Perspi ektif Ki epastian Hi uki um dan 

i Keadilan di Indon i esia.i PAMPAS: Journal of Criminal Law, i 1(3), 

12-30. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073 More i Citation 

Formats   

Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). Kebijakan H i uki um i 

Pidana Terhadap Anak Yang M i elaki ukan Tindak Pidana Pi elaci uran 
i 

 Di Indonesia.i  PAMPAS: Journal of Criminal Law, i  4(1),74- 

87.https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158  

Ardika G.M sitompul, Haryi adi,Tri imam munandar, Pi enahanan ti

 erhadap i pelaki u i tindak pidana, Fakultas hi uki um, i

 Univi ersitas Jambi, i pampas: journal of criminal Low vol 

1, no 3, 2020. i https://online-i journal i .unja.ac.id/ i

 Pampas.  

https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097
https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.


 

Chanifah, C., Sudarti, i E. ., & Arfa, N. (2023). i Ultra Pi etita Dalam 

Tindak i Pidana Pemi erkosaan.i  PAMPAS: Journal of 

Criminal Law, i  4(1),  

33-61. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075  

Nurroffiqoh, N., Liyi us, H. ., & Prayi udi, A. A. . (2022). Pi enanggi

 ulangan i Tindak Pidana Penci urian di engan Pi embi

 eratan .i  PAMPAS: Journal i of  Criminal  Law, 3(1), 

 85-102.  

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17706  

 Nys. Arfa, pola pembinaan ti erhadap ni ara pidana seui mi ur hidi up dalam i 

 kebijakan i implemientasinya i,  hlm.  250.https://online-i  

 journal.iunja.ac.id. i   

Maryani, R., Wahyudhi, D., & Sir i egar, i E. (2022). Pi erlindi ungan 

Hi uki um i terhadap Korban yang Salah Tangkap d i alam 

Proses Pi enyidikan i . PAMPAS:  Journal i of 

 Criminal  Law, 3(2),  146-162. 

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035  

Monika, Dwi Putri Nababan dan Kabid Nawawi, P i elaksanaan Hak Tahanan i 

(Tantangan dan Permasalahan) i “Pampas: Journal of Criminal i 

 Law,  vol  1  no.  1  tahun i 2020,  hlm.  82.  

 .https://online.ji ournali.unja.ac.id/pampais  

Rajumi, A., Liyi us, H., & Siri egar, i E. . (2022). Pi erlindi ungan Hi

 uki um Bagi i Korban  Malapraktik  Dokter i dalam 

 Perspi ektif i Huki um i Pidana. PAMPAS: Journal of 

Criminal Law, i  3(3), 296-309. 

https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584  More i Citation 

Formats   

Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profi esional, i Univi ersitas Ni egi eri Jambi, i 

Vol. 2 No. 3, 2020. .https://online-i journal.i unja.ac.id/pampas.i  

Vani Kurnia, Sahi uri Lasmadi, i Elizabi eth Siri egari , “Tinjauan Yi uiridis T

 erhadap i Tugas dan Ki ewi enangan Jaksa s i ebai gai 

Penyidik dalam P i erkara i Tindak Pidana Korupsi”,i  

Fakultas Hi uki um, i Univi ersitas Jambi, i 

 PAMPAS: Journal Of Criminal, Voli umie i 1 Nomor 3, 2020  

C. Peraturan perundang-undangan  

                   , undangi -undang t i entang ki epolisian,nomor 2 tahi un 2002i , undangi 

undang dasar, t i entang ki ebi eradaan polisi, ayat 30 tahi un i 1945  

                  , kitab undangi -undang h i uki um acara pidana ti entang pi

 enyidik, pasal i 7 nomor 1  

                   , Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075
https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075
https://online-/
https://online-/
https://online-/
https://online-/
https://online-/
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286
https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584
https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584
https://online-/
https://online-/
https://online-/
https://online-/
https://online-/


 

  

  

  

  

LAMPIRAN  



 

Dokumentasi Hasil Penelitian  

 
CURRICULUM VITAE  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 
  

Nama   : ZUi BAIDAH  

Tempat Tanggal Lahir i  : Pulai u i Lintang, 01 Maret 2000i   

Alamat   : Desa Piulai u i Lilntang, Kecamatan Bathin i Vlll,  

    Sarolangun i  

Agama   : Islam  

NIM   : B10018323  

Program Keh i usi usani    : Huki umi  Pidana  


